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EKSISTENSI MAJELIS
KEHORMATAN NOTARIS

Kewenangan di dalam Proses Peradilan Pidana



Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipa

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak mdakukan pdanggaran hak eckonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal % ayar (1) hurnsf | unouk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penfara paling lamsa 1 (sanu)
tahun danfatau pidana denda paling banyak Rp 100000000 (seranus juta
rupiah).

(2) Setiap Ovrang yang dengan anpa hak dan/acw anpa izin Pencipa atw
pemegang Hak Cipra melakukan pelanggaran hak ckonomi Pencipea
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayar (1) buraf ¢, huraf d, huruf §,
dan/ at hurof h unmik Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (vga) whun danfacau pidana denda paling
banyak Rp500.0000.000,00 {lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan ranpa hak dan/atau anpa zin Pencipa aau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ckonomi Pencipea
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayar (1) hurut a, hurof b, huraf e,
dan/ atau huruf g unnik Pengpunaan Secara Komersial dipidina dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) mhun danfasau pidana denda paling
barryak Ry 1,000.000,000,00 (satu miliar rupiah),

(4) Sedap Orang vang memenuhi unsur sehagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang dilakukan dalam benmuk pembajakan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 {sepulub) ahun danfstan pidana denda paling
branyak R O00.000,000,00 (empar miliar rapiah).
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KATA PENGANTAR

Motaris adalah pejabar umum yang berwenang untuk membuar akia
otentik sejauh pernbuatan akea orentik ertenmu tidak dikhusiskan bagi pejabar
umum kinnya. Pembuatin akm oentik ada yang dihanesdan oleh peranran
perundang-undangan dalam rangha menciprakan kepastian, kerertiban, dan
perdindungan hukum. Selain akea orentik yang dibuar oleh arau di hadapan
Motaris, bulan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-endangan,
tempi juga karena dikehendaki  olch pihak yang berkepentingan unmk
memastikan hak dan kewajiban para pi.h:k demi  kepastian, keteriiban,
dan perdindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan selaligus bagi
masyarakar sccara keselunthan.

Motaris sehagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam
memberikan jasa hukum kepada masyarakar, pedu mendapatkan perlindungan
dan jaminan demi ercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan
jaminan wercapainya kepastan hukum erchadap pelaksanaan wgas Noaris
telah diarur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2004 tentang Jabatan
MNotaris yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tihun
2014 (Selanjurnya disebur LU Jsbaran Notaris).

Salah saru bentuik perlindungan hukum yang diberikan aleh UL
No. 2 Tahun 2004 adalah pembentukan Majelis Kehormaran Nogaris yang
memiliki g pembinain rerhadap Notaris. Tugas ini menupakan manda
dari Menteri Hukum dan HAM yang diberikan kepada Majelis Kehormaran
MNotaris. Kerenruan rentang pengertian, rugas dan fungsi Majelis Kehormaran
Notaris memang tidak dianur secara ringi di dalam UL Jabaran Notaris, namun
keventusan tersehur harus distur di dalam Peraruran. Menteni sebagaimana
diamanatkan Pasal G6A ayar (3) UU Jabaran Mortaris. Sehagai andak lanjur dari
keventuan Pasal 66A ayar (3) UL Jabaran Nocaris rersebur, kemudian Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 mhun 2016 tentang Majelis Kehormaran
Motaris (Selanjurnya discbar Permenkumbam No, 7 Tahun 2016). Pada Pasal
| angka 1 Permenkumhbam No. 7 Tahun 2016 dischutkan bahwa “Majelis
Kehormaran Motans adalah suam h:;.:l'.a.n}':mg MLy l::wcn&ngun untuk



melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persenujuan
atau penolakan unk kepentingan penyidilan dan proses peradilan, ats
pengambilan forokopi Minua Akm dan pemanggilan Nogaris untuke hadis
dalam pemeriksaan vang berkaitan dengan Akt atau Protokol Notaris vang
berada dalam penyvimpanan Nowaris”,

Mclihat pada kerenmuan definisi Majelis Kehormatan Notris di
aras, seridaknya ada 2 ugas pokok: dari Majelis Kehormaran Notaris, yait
Fﬁr&ﬁnﬂmmd:h:i;:ng;ﬁmndﬁnmgﬁpﬂnbtﬁmpﬂn:miumdﬂhm
pemeriksian Nowaris oleh penyidik, penuntur wmum dan hakim. Tujuan
adanya tugas kedua ini menurut Pasal 18 ayar (2) Permenkumbam No. 7
Tahun 2016 adalah Majelis Kehormatan Nozaris Wilayah mempunyai fungs
melskuban pembinaan dalam rangka menjagn martshar dan kehormaean
Notaris dalam menjalankan profes jabatannya: dan memberilan perlindungan
kepada MNotaris terkait dengan kewajiban Notars untuk merahasiakan is1 Ak

Keberadaan Majells Kebormatan Notans ind merupakan seperti bayi
yang baru lahir kembali dengan jenis kelamin vang berbeda. Jika pada UL
Mo, 30 Tahun 2004 keberadaan lembaga vang memiliki fungsi salah satunya
adalah memberikan persetujuan rerhadap pemeriksaan Notards oleh penyidik,
penuntut umum dan hakim adalah Majelis Pengawas Daerah, maka pada
perubahan LIL Na, 30 tahun 2004 melalui LIL Mo, 2 Tahun 2014, keberadaan
lembaga ins berubah kelamin menjadi Majelis Kehormatan Notaris, Padahal
hewenangan Majelis Pengawas Daerab di bidang pemberian persetujuan
terhadap Notaris yang diperiksa oleh penyidik, penuntut umum dan hakim
schagaimana diaur di dalam Pasal 66 ayar (1) UU No. 30 mhun 2004
telah dihapus oleh Mahkamah Konstinsi melalui purusannya Nomor 49/
PUIL-X/2012 tanggal 23 Marer 2013, Dalam pertimbangannya Mahkamah
Konstitusi berpendapar bahwa frasa “dengan perserujuan Majelis Pengawas
Dacrah”™ berentangan dengan UL 1945 dan tidak mempunyai kelasaran
hubam rn:ng;ﬂr.;n, Mahkamah Konstitusi menyatikan proses p:mdilan gLna
mengambil dokumen dalam penyimpanan potaris dan memanggil notaris
unmuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen
vang dibuatnya ridak perlu meminta persetujuan MIPD. Prosedur persetujuan
imu dinilad bertentangan dengan prinsip equal protection schagaimana vang

Vi



difamin UUD 1945, Menurut Mahkamah, Konstivsi perlaluan berbeda
terhadap notaris dapar dibenarkan sepanjang perakuan i masuk lingkup
Kode Erik Notaris yakni sikap, tingkah kaku, dan perbuaan notaris yang
berhubungan dengan moralitas, Sedanglean notaris selaku warga negarm dalam
proses penegaban hukum pada semua mhapan harus diberbakuban sama di
!‘l:h:l:;lp:l.l‘l huakum seperi -ﬂiiﬂmjn Pasal 27 avar (1) dan Pasal 280 ayat (3)
UUD 1945, Mahkamah Konstiusi menilai ketenmian yang, mengharuskan
adanya perserujuan MPD berrentangan dengan prinsip independensi dalam
proses peradilan dan berentangan dengan kewajiban scorang notaris sehagai
warga negara. Dengan begitu, akan rerhindarkan adanya proses peradilan yang
bherlanut-larur yang mengakibatkan berfanur- liwmya pula upaya penegakan
keadilan yang akhirnya dapar menimbulkan pengingkaran rerhadap keadilan
i sendiri,

Putusan  Mahkamah  Konstmsi i dalam kenyvatsannya  ddak
diidahlean dlch pembentuk UL schirgga pada tabtin 2014 pembennil UU
kembali memunculkan suatu lembaga yang secam substansi memiliki tugas
dan wewenang yang sama demgan yang telah dinyatakan inkonstinisional oleh
Mahkamah Konstitus,

Banjarmasin, 15 Desemnber 2018
Penulis :

[x. Hj. Rahmida Ediyani, 5.H., M.H.
Achmad Racomi, 5.H., M.H.
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BABI
PENDAHULUAN

Motaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuar akia
otentik sejauh pembuatan akia otentik werieniu tdak dikhusaskan bagl peabat
umum lainnya. Pembuaran aka orentik ada yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan dalam ranghka mendpralan kepastian, ketertiban, dan
perdindungan hukum, Selain aka otentik yang dibuat olch amau di hadapan
MNotaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan,
tetapi juga karena dikehendaki  oleh pihak yang berkepentingan unuk
memastikan hak dan kewajiban para pihak demi  kepastian, keterdban,
dan pedindungan hukum bagj pihak vang berkepentingan selaligus bagj
masyarakar secara keselunshan,'

MNotaris sebagai pejabar umum yvang menjalankan profesi dalam
memberikan jasa hukum kepada masyarakar, pedu mendapatkan perlindungan
dan jaminan demi tercapainy: krpn.-il;iun huskouamn, Jaminan pﬁ']lndung-.m damn
jaminan tercapainya kepastian hukum rerhadap pelaksanaan ugas Nowaris
telah diamer dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 eriang Jabaran
Motaris’ yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
20014 (Selanjumya disebur UU Jabaran Notaris).

Salsh satu bentuk pealindungan hukum vang dibenkan aleh UL
Mo, 2 Tahun 2004 adalah pembentubkan Majelis Kehormatan Notaris vang
memiliki ugas pembinaan terhadap MNotaris. Tugas ini merupakan mandat
dar Mentert Hukum dasn HAM yang diberikan kepada Majelis Kehormatan
Motaris. Ketentuan tentang pengertian, tugas dan fungsi Majelis Kehormatan
MNotaris memang tidak dianur secara rinci di dalam UU Jabatan Notans, namun
kevenmuan rersebut harus diatur & dalam Peraturan Menterd sehagaimana
diamanatkan Pasal 66A ayar (3) UL Jabatan Notars, Sebagai dndak lanjue dard
ketenmuan Pasal 66A ayar (3) UU Jabatan MNotans wersebue, kemudian Menveri
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan Perituran Menterd Hukum

1 Pemjelasan Lmum Undang-LUindang Momar 30 Tabun 7004 tentang labatan Notans
F Penjelasan Umum Undang-Uindang Momor 2 Tahun 514 terang Perubahan Atas Undang-
Uingang Nomar 30 Tahun B004 tentang labatan Matans



dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 mhun 2016 rentang Majelis Kehormanan
MNotaris (Selanjurnya disebar Permenkumbam Mo, 7 Tahun 2016). Pada Pasal
| angha 1 Permenkumbam No, 7 Tahun 2016 dischutkan bahwa “Maijelis
Kehormatan Notaris adalah suar badan yang mempunyai kewenangan unmuk
melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan perserujuan
aran p:nnhium uniuk I:::Fu:n:ing,un pu:m.m;lll:ﬂn dan proses P-:r:h:hl:u-L. aras
pengambilan forokopi Minusa Ako dan pemanggilan Nogaris anmsk hadis
dalam pemeriksaan vang berkaitan dengan Akea atau Prowokol Notaris yang
berada dalam penyimpanan Nogaris”,

Mdihat pada kerenman definisi Majelis Kehormatan Notris di
mxﬂaﬁpaﬂn!mg:spﬂmkd:ﬁhlaidisl&lmnﬂnﬂumrh,}ﬂim
pembinaan melalui pengawasan dan gas pemberian perserujuan dalam
pemeriksaan Nowrs oldh penyadik, penuntut wmum dan hakim. Tujuan
adanya tugas kedua inl menurur Pasal 18 ayar (2) Permenkumbam No. 7
Tahun 2016 adalah Majelis Kehormatan Noaris Wilayah mempunyai ungsi
melakukan pembinaan dalam mngka menjaga marabar dan kehormatan
Notarisdalam menjalankan profes jabatannya; dan memberikan perlindungan
kepada Notars terkait dengan kewajiban Notarss untuk merahasiakan s Ak

Keberadaan Majells Kehomatan Notards ind merupakan seperti bayi
yang haru lahir kembali dengan jenis kelamin yang berbeda. Jika pada UL
MNo. 30 Tahun 2004 keberadaan lembaga vang memiliki fungsi salah sarunya
adalah memberikan persetujuan werhadap pemeriksaan Notaris oleh penyidik,
penunmut umim dan hakim adalah Majelis Pengawas Daerah, maka pada
perubahan UL No. 30 ahun 2004 melalui U'U No, 2 Tahun 2014, keberadaan
lembaga ina berubah kelamin menjadi Majelis Kehormatan Notaris, Padahal
kewenangan Majelis Pengawas Dacrah di bidang pemberian persenujuan
terhadap Notaris yang diperiksa oleh penyidik, penunmut umum dan hakim
schagaimana diarur di dalam Pasal 66 ayar (1) UU Na. 30 mhun 2004
telah ::hfupm oleh Mahkanah Konsoimsi mclahs punsannya Nomor 449/
PLIL-XS200 2 ranggal 23 Maret 2013, Dalam pertimbangannya Mahkamah
Konstitusi berpendapar bahwa frasa “dengan perserujuan Majelis Pengawas
Dracrah”™ berenmngan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekizaan
hukum mengikar. Mahkamah Konstitusi menyatakan proses peradilan guna



mengambil dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris
unmuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen
vang dibuamnya tidak perlu meminga perserujuan MPD, Prosedur perserujuan
iy dinilai bertentangan dengan prinsip agual protection sebagaimana yang
dijamin UUTY 1945, Menurur Mahkamah, Konstiwsi perlakuan berbeda
n,‘.rhqrhp NG dqpnr dibenarkan sepangang Pu:rl:l.lm-.m i masuk Engjuup
Kode Erik Notaris vakni sikap, tinghkah kaku, dan perbuaran notaris yang
berhubungan dengan moralivas. Sedanghan notris selaku warga negara dalam
proses penegakan hukum pada semua ahapan harus diberlakuban sama di
hadapan hubum seperti dijamin Pasal 27 ayar (1) dan Pasal 28D ayar (3)
UUD 1945, Mahkamah Konstines menilai ketenman yvang mengharuskan
adanya perseujuan MPD berientangan dengan prinsip independensi dalam
proses pl:r:n:hl:m dan |::-|:r|:|:n|::|ngu.n drrlgan In:!.mii]:nn SEHANZ NOLLES s:]:ng;li
wargs negars. Dengan begitu, akan rechindarkan adanya proses peradilan vang
berlarut-larut yang mengakibatkan berfarut- lanutnya pula upaya penegakan
keadilan yang :nkhim}ra |:|.'|pa: menimbulkan pmglrgkar:m hrrl'ud:.p keadilan
i sendiri,

Putisan  Mahkanwh  Konstmsl o dalam  kenyataannya  ddak
diindahlan oleh pembentuk UL sehingga pada tshun 2014 pembentuk UU
kembali memunculkan suat lembaga yang secama substansi memilild rugas
dan wewenang yang sima dengan vang telah dinyatakan inkonstinsional oleh
Mahkamah Konstitusi.



BAB Il
NOTARIS DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

A. Gambaran Umum Tentang Notaris
L. Pengertian Notaris
Pasal langka | UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notris adalah
p:i:thut LEFTHLEITE YR btmtrung uniuk membuat akia antentik dan memilili
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini agauw
berdasarkan undangundang lainnya”. Kedudukan MNotaris schagai Pejabar
Umum ditegaskan juga dalam Bab | Pasal 1 Peramuman Jabatan Notans 15
Indonesia (Ord. Stbl. 1860 No. 3, mulsi berlaku anggal | Juli 1860), vang
menyebutkan
MNotaris adalah pejabat umum yang satu-samnya berwenang uniuk
membuar akea orentik mengenai semua perbuaran, perjanjian dan
penetapan yang dibaruskan oleh suxu peraturan umum st oleh
vang berkepentingan dikebendald unik dinvamban dalam suaa
akta otentik, menjamin kepastian aanggalnya, menyimpan akianya
dan memberikan grosse, alinan dan kutipannya, semuanya sepanjang
pembuaran akra i obeh suaru peransran umum ddak juga ditagaskan
atau dikecislikan kepada pejabar sau omang lain,

Memperhatikan  beberapa  peraruran  perundang-undangan  yang
melegitimasikan keberadaan Noaris schagai Pejabar Umum, dan melihar
Tugas dan pa:l:cq:un notars memberikan p:la].'unan puhHI: {p-:h:,'nn:m F-:Il:l
masyarakar) untuk membuar akea-akea otentik, notaris juga dirugadan unuk
melakukan pendaftaran dan mensyahkan (waarmenken dan legaliseren) surat-
surat | akia-akea }mgcﬁhmt di bawah mangan (LN, 1916-46 jo. 43}, Notaris
juga memberikan nasihat dan penjelasan mengenal undang-undang kepada
pihak-pihak yang bersinghutan, serta pengangkamn dan pemberhentian
scorang Notaris vang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ink Menteri vang
bidang tugas dan anggung jawabnya melipud bidang kenotanatan, maka
persvaratan Pejabar Umum adalsh seorang yang dianghkar olch Pemeringah
dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik di bidang tertentu,
erpenithi oleh Jabatan MNotars,



2. Kewenangan, kewajiban dan Larangan Notaris

VAL

Kewenangan Notaris diarur di dalam Pasal 15 UU Jabamn Notaris,

(1} Motaris berwenang membuar Akta aurentik mengenai semua perbuann,
perjanjian, dan pencrapan yang diharuskan oleh perauran: perundang.
undangan dan/amu yang dikchendaks oleh yang berkepentingan unuk
dinyazakan dalam Akra autentik, menjamin kepastian mnggal pembuatan
Alkra, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kuripan Akta,
semuanya it sepanjang pembuatan Ak i tdak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atan orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang.

(2) Sehin kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayar (1), Motaris
berwenang puli

ol

L
B

mengesahkan anda angan dan menetaplan kepastian ranggal suru
di bawah mangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

membukukan surar di bawah mngan dengan mendahar dalam buku
khusus;

membuat kopd dari asli surar di bawah tangan berupa salinan vang
memuat uraian schagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat
vang bersanghkutan;

melakukan pengesahan kecocokan fowokopi dengan surar adinya;
memberikan penyuluban hukum schubungan dengan pembuaran
Akra;

membaar Alra vang berkaitn dengan pertanahan; arau

membuat Aka risalah leang.

(3} Schain kewenangan sebagaimana dimabksud pada ayar (1) dan ayar (2),
Motars mempunyai lccm:n.m.g:m In.inyangdia.tu:dalamp:r.mmn

perundang-undangan.”

Apabila melihar ketenman dalam pasal wersebur diatas, maka dapar

dikerahui ada dua { 2 ) macam motif dar pembuat undang-undang meletakkan
tugas dan wewenang kepada notaris, yaio :



1} Motaris schagai pejabat umum menjalankan mugas dari pemerineah.
2) Pembuar undang-undang mengharuskan notaris untuk memberikan
bantanmnya dalam perbuaran-perbuatan hukum rementu yang dianggap

pemting schingga memberikan kepastian hukum terhadap orang-orang
vang memine bantuannya.

Sedangkan kewajiban Notaris diarur dalam Pasal 16 ayar (1) UU Jabatan

Motaris, vaitu :

bertindak amanah, jujur, siksima, nmandin, tdak bﬂ'pll‘uk, alari
menjaga kepentingan pihak yang terkair dalam perbuatan hokum;
membuat Akra dabam benruk Minum Ak dan menyimpannya
sebagai bagian darni Protokol Nowris;

melekatkan surar dan dokumen sera sidik jari penghadap pada
Minura Akra;

menpeluarkan Grosse Akra, Salinan Ak, amn Kudpan Aka
berdasarkan Minwta Akt

memberikan pelayanan ssual dengan ketentuan dalam  Undang-
Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

merahasiakan segala sesuant mengenal Ak yang dibuatnya dan
segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akea sesual dengan
surmpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
menjilid Akrea yang dibuatnya dalam 1 {sir) bulan menjadi buku
vang memuar tidak bebih dari 50 (lima puluh) Ak, dan jika jumlah
Abcra vidak dapar dinvat dalam sanu buku, Ak rersebur dapar dijilid
menjadi lebih dari sam buku, dan mencarar jumlah Minoes Akera,
bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
membuat daftar dari Ak proges terhadap ridak dibayar arau ridak
diterimanya surat berharg;

membuat dafrar Akra yang berkenaan dengan wasiat menurnur ururan
wakiu pembuatan Akia setiap bulan;

mengirimkan dafrar Akra sehagaimana dimaksud dalam buraf | ago
dafrar nihil yang berkenaan dengan wastar ke pusat dafear wasiat pada



n.

kementerian vang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dalam wakm 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan
berilkumya:

mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman dafiar wasiar pada
setiap akhir bulan;

mempunyii cap atau stempel vang memuat lambang negara Republik
Indonesia dan pada ruang vang melingkarinya ditulidkan nama,
jabatan, dan rempat kedudukan yang bersanghuran;

membacakan Ak di hadapan penghadap dengan dibadiri oleh paling
seddikit 2 (dua) orang saks, atu 4 {fempat) orang sakst khusus unk
pembuatan Akta wasiar di bawsh tangan, dan ditandatangani pada
saat itu juga oleh penghadap, sksi, dan Notaris; dan

menerima magang cabon Notaris.

Selaian wewenang dan kewajiban Motaris schagaimana dischudan di

aras, terdapar juga barangan bagi Notaris, Larangan ini dimaksudkan unik
menjamin kepentingan masyarzkat yang memerukan jasa Notaris. Ketentuan
larangan ini secara yurdis diamur dalam Pasal 17 UL Jabatan Notaris, vait
Motaris dilarang :

(1} Mesaris dilisang:

il

e

Mmoo

menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

meninggalkan wiliyah pbarannya lebih dari 7 (rujuh) hani kerja
bermuru-nunat canpa alasan yang sah;

merangkap schagai pegawai neger;

meranghap jabatan sehaggi pejabar negara;

merangkap jabatan sehagai advolar;

merangkap jabatan sehagai pemimpin atau pegawai badan usaha
milik negara, badan uaha milik daerah aru badan wsaha swasta;

merangkap jabatan schagai Pejabar Pembuar Akra Tanah danfarau
Pejabar Lelang Kelas [T di luar rempar kedudulan Noaris;

menjadi Noearis Pengganti; atau

7



i.

melakukan pekerjaan lain yang berventangan dengan norma agama,
kesusilaan, atau kepansan yang dapar mempengaruhi kehormaran
dan marnabar jabatan MNotaris,

(2} Nowaris vang mcanggar ketenman schagaimana dimaksud pada ayar (1)
dapar dikenai sanksi berupa:

a.

b.

d.

pemberhentan sementara;
pemberhentian dengan hormat: aau
pemberhentian dengan tidak hormar.”

3. Syarar dan Tata Cara Penganghatan Notaris

Tara cara pengangkatan Notaris diaoar dalam Bab I 'UU Jabatan Nogaris

dengan judul Pengangkatan dan Pemberhentian Motaris. Pasal 2 UUIN
memyebutkan babwa Motaris diangkar dan diberhentikan oleh Mengeri.
Syarat unmuk dapar diznghkat menjadi Notaris dianur dalam Pasal 3 UU Jabatan
Mostaris, d:n.gcn ketennuzan sehagai berikur :

Syarat uniuk dapat dianghkat menjadi Notans schagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 adalah:
a.  warga negara Indonesia;

E:

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

berumur paling sedikit 27 (dua pulub mjub) cbung

schat jasmani dan rohani yang dinyamakan dengan surat keterangan
schat dan dokter dan psikiater;

berijazah sarjana hukum dan lulisan jenjang strata dua kenotariatan;
welah menjalani magang amu nyati-nyata whh bekera sehagai
karyawan Notaris dalam wakiu paling singkar 24 (dua puluh empar)
buikan bermunit-rurar pada kantor Notaris atas prakars sendiri atau aas
rekomendasi Ohganisasi Nogaris setelab lulus strara dua kenotriaan;

tidak berstarus schagai pegawai negen, pejabar negara, advokar, atau
tidak sedang memangku jabaran kin yang oleh undang-undang
dilarang unmik diranghkap dengan fabaran Notaris; dan

B



h. tidak pernah dijaruhi pidana penjara berdasadan purusan pengadilan
vang telah memperoleh kekuatan hukum teap karena melakukan
tindak pidana vang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
aa lebih.”

Dengan melihar ketenmuan di aws, dapar dikatakan bahwa sescorang
vang akan diangkar menjadi Nowaris harus terlebih dahulu - menjalani
pendidikan di bidang hukum (untuk strara-1) vang kemudian dilanjurkan
di pendidikan kenotariatan (stram-2Magister). Serclah lulus dan pendidikan
magister kenotariatan, calon Motaris harus menjalani program magang selama
12 (dua belas) bulan bermmur-nine di Kantor Nocaris. Syarar magang vang
tercantum dalam Pasal 3 huruf Finu bersifar imperarit,' arinya hanes ditempuh
dan hars ada randa hulﬁ:i.n}ra, M:lg:mginismgu[ pi:mingmm]{nﬂnn Motarts,
unmuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam banghu
dengan prakeik notanis, dan hal-hal lainnya yang tidak diperolch dalam banghu
kuliah, tetapi l'l:m:p:t ada dalam pmk:ﬂi Moptarnis, mi.m].ny:] menatausahakan
minuta akia ke dalam Repertorium ataupun mengisi buku dafear unouk sura
yvang dibukukan arau surat yang disahkan, dan yang lebih penting belajar
memahami keinginan para penghadap dan memformulasikannya ke dalam
bentuk akta Notaris.

Setelah calon MNotars menjalani MAggng, selama 12 (dua belas) bulan
bermunut-turur, maka calon Notaris rersebur mengajukan permohonan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manisia Republik Indonesia unik dianglkat
menjadi Notards. Namun sebdum menjalankan jabarannya, menuru Pasal 4
LU Mo, 30 Tabun 2004, Notaris wajib mengucapkan sumgah/fanji menurut
agamanya di hadapan Menteri atau pejabar vang ditunjuk. Sumpahdjanii
tersebat berbunyi sebagai berikur:

“Saya bersumpah/berjanii:

bahwa saya akan patuh dan sctia kepada Negara Republik Indonesia,

Pancisila dan Undang-Undang Dasar MNegara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serea peraturan

3 Habib Adjie, Hulem Notans indonesia | Tafsir Temosie eehockap LU Ve 30 Taman J004 fen-
tang Jebdatan Motars, Sardung: Refila Adgama, 2008, him. 63
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perundang-undangan lainnya,

bahwa sy akan menjalankan jabatan sya dengan amanah, jujur,
saksama, mandiri, dan ridak berpihale

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah lakou saya, dan akan menjalankan
kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, marmbar,
dan ranggung jawab saya scbaga Nomns.

bahwa saya akan merahasiakan id akea dan keterangan yang diperoleh
dalam pelaksanaan jabaran saya

bahwa siya untk dapar dianglar dalam jabatan ini, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun,
tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuan
kepada stapa pun.™

Pengucapan sumpah/fanji sehelum Notarss menjalankan jabatannya
mengandung dua hal yang harus dipahami, yairu :*

4. Secara vertikal Nowaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan Yang
Maha Esa, karena sumpah atu janji vang divcapkan berdasarkan
agama masing-masing. dengan demikian artinya segaka sesuan vang
di]:]kuhnfdil:ﬂi:ﬂmﬂ akan dimini pﬂmﬁmg&uﬂlﬂm]ﬂ dalam
bentuk yang dikehendaki Tuhan;

b. Secara horizonal kepada Negara dan masyarakar, artinya Megara
Megara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuaan ala
bukei hu:rupa :lkm};mlgm:mpuny:ﬁ kekuaran pcinbu]ctiu.n ST,
dan kepada masyarakat yang telah percyva bahwa Nomns mampu
memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan
percaya babwa MNotarts mampu menytmpan (merahasiakan) segala
keterangan atau ueapan yang diberikan di hadapan Notaris.

Menurur G.H.S. Lumban Tobing, isi sumpah atau janji Jabatan Nozaris
dapar dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaiu :*
4 i

5 1bid!, hirm. 63-641
& G.HS. Lumban Tobing, Peroturon Srbatan Mahans, lakana; Erlangga, 1599, him. 114
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Befovenade, pada bagian ini Notaris bersumpah akan paruh setia kepada
MNegara Republik Indonesia dan UUD 1945, serta menghormari
semua  pembesar-pembesar  hakim  pengaditin dan pembesar-
pembesar lainnyva, Bagian ini jugs dinamakan Pafisiske s
Fuiveringwed, pada bagian ini Notaris berjanji akan menjalankan
tugasnya dengan jujur, scksama dan tidak berpihak serta mentaar
dengan sereliti-relitinya semua peraturan-peraruran jshatan Notaris
rangsu:f:ngbﬂhlmamumﬂundhd:hndﬂnmﬂﬂmhkm
serapat-rapatnya isi aka-ake selams dengan ketenmuan-ketentuan
peraturan-peraturan ins. Baglan ini dinamakan juga Aeroepseed
{,mmpah jabatan).

Selanjurnya dalam jangka wakme 30 (dga puluh) hari terhimung sejak

tnggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersanghuran wajib:”

1)
2

3

menjalankan jabatannya dengan nyata;

menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada
Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Diaerah; dan
menyampaikan alamar kantor, contoh anda @ngan, dan paraf, serta
ferann u:a;u'm:mpd jabatan Motars berwarma micrah |-u:|.1:::|=| Menten
dan pejabar lain yang berrnggung jawab di bidang agraria/ pestanahan,
Chrganisasi Noraris, kenm pengadilin negeri, Majelis Pengawas
Dhacrah, serm bupan atau walikow di empar Notris dianglar.

B. Gambaran Umumt:n:ln;ﬂh:
1. Pengertian Ak

Dalam kamus Bahasa Indonesia, akea diarikan schagai surat anda

buskai berisi pemyitaan (keterangan, pengakisan, dan sebagainya) yang dibwat
menunat perauran vang berlaku, disaksikan dan disshkan oleh noaris
atau pejabat pemerintab yang berwenang” Menunase R, Subeki,  vang
dinamakan Ak adalah suam lisan yvang memang dengan sengaja dibua

T Habib Adjie. G, O, him, §5
& Tim Pempusun, Ko Sohasa hdonesio, lakana @ Pusat Bahasa Depariemen Pendicikan
Masional, 7008, him, 31
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unmik dijadikan buksi wentang suam peristiva dan ditandangani.” Sedangkan
menurue A, Pido, berpendapar bahwa “Akra adalah suaro surar yang dicanda
tangani, diperbuar untuk dipakai schagai bukd, dan unk dipergunakan
oleh orang unmek keperluan siapa surar in dibuac™." Dalam hal vang sanx.
Sudikno Memokusuma berpendapar babwa vang dimaksud Al Adalab surat
vang diberi tanda mngan yang memuat peristwa-peristiwa vang menjadi dasar
dari suaru hak arau perikaran yang dibuar sejak semula dengan sengaja unmuk
pembukrian, '
Dari beberapa pengertian mengenai Akra yang penulis kutip rersebur
diirais Jeliabb Db tidide sesrin caper diichut #ki, mclalnkoin s sinis:
Adapun syarat yang hanes dipenuhi agar suatu surar discbur Ak adalah:
a. Surat it harus ditanda tangani.
Keharusan ditanda tangani sesuamu surat unouk dapar disebur akea
diventukan dalam pasal 1874 KUH Perdara. Tujuan dari keharusan dicanda
tangani ins unak memberikan ciri atao unk nengindividualisasi sebuah
akta yang sau dengan akia vang lainnya, scbab tanda wngan dari setiap
orang mempunyai cirr tersendind yang berbeda dengan tanda tangan orang
lain. Dian dengan penanda angannya in sesesorang dianggap menjamin
tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akea rersebur,
b, Surar it harus memuar peristiwa yang menjadi dasar sesuany hak asau
perikatan.
Jadi surar it harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukri
vang diburuhkan, dan peristiwa hukum yang disebur dalam surat
hanaslzh merupalan peristiwa hukum yang menjadi dasar dan suan hak
atau perikatan,
& Surat it diperuntulkan sehagal alat bukai,
Jacki surat ity memang sengaga dibuar untuk dijadikan alat bk, Menurut
kevenouan aturan Bea Materal Tahun 1921 dalam pasal 23 ditenmukan
—antac lain ; bahwa serua wanda vang dianda tangani yang diperbuat
9 R.Subekti, Hukum Pembutiion, Jakana | Parsdrya Paremi, 1999, him. 28
w

11 Suding Mertokusuma, Mk dioeg Peeda fedoneals, Yiogoakantn ; Liberty, [958, him.
1
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sebagai bulinya perbuatan kemyagaan atau keadaan vang bersifar hukum
perdara dikenakan bea marerai wap sebesar Rp.25.-. Oleh karena i
sesusany surar vang akan dijadikan alae pembukrian di pengadilan harus
dirempeli bea narerai seculaupnya (sekarang sebesar Rp.6.000.-),
Berdusarkan ketentuan dan syarat-syarat tersebur diatas, mala surar jual

beli, surar sewa menyewa, bahkan schelai kwitans adalah suaru ak, karena
ia dibuar schagai bukei dari suaru pertstiwa hukum dan anda mngani olch

L

Fungsi Akia
Menurur M. Yahya Harshap, ditinjau dard sepi hukum pembuktian

akia mempunyai beberapa fungsl, vaita

Berfungsi sehagai Formalitas Kausa
Ak berfungsi sebagai syarar atas keabsahan suan dndakan hukum yang
dilakubkan, Apabils perbuatan amu ndakan hukum yang dilakukan
vidak dengan akra, maka vindakan i menuru hukum dak sah, karena
tidak memenuhi formalitas laus (eoe), Terdapar beberapa rindakan
ara perbuatan hukum yang menjadikan aka sebagai svarar pokok
kmhuhﬂ.rm].-.l. Akt oleh hukum dl}adlhm schagai formalitas kausa aras
keabsahan perbuatan im. Di bawsh ini akan dikemukakan beberapa
contoh rindakan yang menjadikan ake schagai formalitas kausa, antara
lain sehagai berikur :
1} Pasal 390 HIR
Segala bentuk panggilan dan pemberitahuan yang dilakukan jun
sita, baru sh memurut hulosm, apabila dndakan i dilakukan dalam
bentuk surar atau relaas vang leim disebue surar panggilan aru sura
pemberitahuan,
Panggilan atu sura pemberitahuan punsan yang dilakukan dengan
lisan tidak sah. Saru-situnya cana yang dibenarkan mesti dengan surar,
sehingga dalam hal fru surae atau ak merupakan formalics kausa
atas keabsahan penggilan dimaksud.

ML Yalya Harahap, Holoer Ao Peroiana fenfang Gugoson, Persidiongon, Pemptomn, Pem-
Babian, g Putusan Pergoaiion, lakarta ; Sinar Grafika, 2006.him, 563-365

13



21 Pasal 1238 KUH Perdata

Mengarur tentang pernyacsan lalai atau ingelrabestelling (interpalatio,
in-meomt stelling), apabila debitur kalai memenuhi kewajiban yang
diperjanjikan, maka agar dia berada dalam keadaan wanprestas,
debirur harus diperingati atau diberi somasi.

Agar somasi i sah menwnue bukum, menunoe Passl 1238 KUH
Perdara, harus disampaikan dalam benmik akta. Dengan demikikan
akta atmn surat dabm mdakukan dndakan somasi, merupakan
formalitas kausa,

3 Pasal 1171 KUH Perdata
Tindakan pemberian surat kuasa memasng hipotek hanya sah apabila
diberikan dalam bentuk aku oventik. Dengan demikian, akea oternik
dalam pemberian SKMH merupakan formalinas kausa,

4} Pasal 15 ayar (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
Menjadikan akm Nowris amu PPAT schagai formalits kuasa, atas
keabsahan pemberian busss memasang hak manggungangan. Tidak
sah dengan benmuk ake di bawah tangan (omderbands akee), apalagi

BOCAR |.'i5.'ﬂ.l'l-

Berfungsi sehagai Alar Bukx

Fungs utama akea adalah sebagai alar bukei. Bukankah Pasal 1864 KUH
Perdata sendiri telah meneapkannay sehagai alar buke pada wrutan
pertamal Memang mjuan utama membuat aka diperuncuklan atau
dipergunakan sebagai alar bukii, Dalam transiksi jual beli para pihak
menuangkannay dalam bentik akra dengan maksud sebagai alar bukri
tertulis rentang perjaniian ina, Apabila dmbul sengheta, sejak semila relah
versedie akei untuk membukiikan kebenaran ransaksi, Dalam masyaraka
seharang, segila aspek kehidupan direkam dadam bentuk alaa. Tidak
hanya menyangkur kegiatan bisnis, bahkan aspek kehidupan keluarga
pren dicatar dalam akea.

Fungsi Probatonis Causa

Ak vang bersangkuran merupakan satu-satunya alar buke yang dapat
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dan sah membuktilan suau hal acau peristiva, Jadi keperluan atau fungsi
akta it merupakan dasar unok membukrikan suane hal aau peristiwa
tertenmy, Tanpa akra i, peristiva atau hubungan hukum yang rerjadi
tidak dapar dibuktikan. Kedudukan dan fungsi akea in bersifar spesifik.

3. Jenis Akia
Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdam, “suarn akm otenck adalah
akra yang dibuar dalam benmuk yang ditentukan undang-undang oleh aaw
dikadapan pejabat umum vang berwenang untuk it dicempar ako dibuar®,
Dari penpelasan pasal ind, akra otentik dibuat oleh atan di hadapan pejabat
vang berwenang yang discbur pejabar umum, Apabila yang membuatnya
pejabat yang tidak cakap atan ddak berwenang atau bentuknya cacar, maka
menunut Masal 1869 KUHPerdara
al  Akra versebur ddak sah atau tdak memenuhi syarar formil scbagai ak
otentik, oleh karena i tdak dapar diperlabubkan sehagai akea otenik:

bl MNamun ake yang demikian, mempunyai nilai kekuatan sebagai alar bukri
di bawah rangan, dengan syarar apabila kara i ditanda angani para
pihak.

Menurur kevenmaan pasal 1868 KUHPerdata mengenai Akra Oreriik
dapar dibedakan menjadi - Akra Ohentik yang dibuas “olch”™ Pogawai / Pejabar
Umum, dan Ak Otentik yang dibuat “dihadapan” Pegawai | Pejabat umum.

Suatu Akta yang dibuat “oldh” pegavwal umum, itu meruapakan laporan
suaty perbuatan atau kejadian resmi vang dewelsh dilakukan “oleh” Pegawai
Ui, ios merupsakean laporan suatu perbuaran atau kejadian resmi yang telah
dilakukan oleh Pegawal Umum yang beranghkutan misalova Ak Nogaris
vang dibuat di dalam Rapar Umum Para Pemegang Saham suatu Persercan
Terbatas, Dikatakan “oleh” disini karena inisiagf dari isi akea i ddak darang
dari orang-orang vang beritakan tentang sesuamunya dalam aka i, etapi
Pegawai Umum rersebur meneranghan, mengurmikan sesuatu tndakan yang
dlilabeukan arau suan keadaan yang dilihainya atau disaksikan, dilalukan oleh
Pembuar Ak imu vakni Pejabat umum i sendin, di dalam menjalankan
jabatannya dan akea yang dibuar sedemikian i dan yang memuar uraian dari
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apa yang dilibar dan disaksikan serta dialaminya it dinamakan Akea Pejabar

atau Relaas Akra,"

Sedanghkan akra yang dibuar “dihadapan” Pegawai umum, it merupakan
suary laporan sesuaru perbuatan amu kejadian yang dilakukan olech para
pihak yang bersanghutan dan ars permintaan para pihak yang bersanghuran,
Pegawai Umum mendengarkan apa yang berangkutan, atu diceritakan
dan }rn.ngdﬂr.:hn:nd:r]{i aran ml:i:ﬂ{u]{n.npu‘l‘ﬂ:llmu]-l:’l‘l kedua belah pihak
dl&:l'tr_nd:h it dinyatakan, diwujudkan serta dikonssarir obeh Pegawai um
dalam sty akea, misalnya : A dan B datang menghadap Pegawai Umum.
keduanya meneranghkan bahwa mercka wlah sepakat mengadakan perjanjian
sewa menyewa. Akt vang sedemikian it dinamakan Ak para Pihak."

Diari uraian tersebut diatas maka terdapat perbedaan pokok diantara
kedua akia emsebur, vait :

a) Pada Akra Relaas, misalnya berita acara rapar yang dibuar oleh pejabar,
sedanghkan akta para pihak dibuar obeh para pihak dihadapan pejabar,
dimana para pihak meming banman pejabar untuk mengkonseatir apa
vang dikehendakinya dalanm suatu aka,

bl Pada Ak Relaas Pejabar Pembuar akea mic My ingsianf unruk
membuar akea, sedang dalam akta Para Pihak, inisiacf pembuatan akea
daring dari para pihak sendiri, pihak pejabar ridak pernah berinisiarif
untuk membuar akaa,

¢) Akra relaas, anda mngan para vang hadir ddak merupakan keharusan,
OrENsitasmy.

dl Akra Relaas berisikan keterangan rermulis dari pejabar yamg membaar
akra i sendid, sedangkan Ak para Mhak bersikan keterangan yang
dikehendaki obeh para pilak yang menyuruh membaaat ako i

¢) Kebenaran dan isi Ak relaas ndak dapar diganggu gugat, kecuali dengan
menuduh akea i adalah pabsu, sedangkan kebenaran Ak Para Pikak

13 Habib Adje, Somks Perdoin dom Administratf Terhodop Nodons Sebopal Peyabar Pubiil,

Bandung : FT Refilka &ditama, J008, him, 44
14 i, hibm di
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dapar digugar mnpa menuduh kepalsuan ko i,
) Bennik Alra Relaas berbeda dengan bentuk Akea Para pihak pada bagian
awal akra dan pada bagian akhir akra

Tan Thong Kie memberikan beberapa catan mengenai dehinisl akea
dan akea otemik yaim <
a.  Perbedasn ancara nilisan dan akea rerlerak pc:n:lu randa LENZAN Vang 1eer

dibarwah rulisan.

b. Pasal 1874 ayar | KUHPerdata menyebutkan bahwa rermasuk schagrai
nulisan di bawah mngan adalah aka di bawah angan, surar, register aao
daftar, surat numah angga, serta mlisanlain yang dibuar anpa perantaraan
pejabat umum.

c. [asal 1867 KUHPendata selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan
tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukn rermlis,

Mengenai benmuk dard Akra Oventik i sebenamya ddak ditenmukan
secara tegas dalam Undang-undang, tesapi vang divenukan secara vegas adalah
“ist" dari Aka Orentik inn. Akra-akea Oweniik vang dibuat oleh para Peabar
Pembuar Aka menurur hukum public, seperi vonis hakim, proses verbal
vang dibuar olch juru sita, dan lain-hin, mempunyai bennik beragam, hanya
saja ish atau hal-hal apa saja vang dimuar dalam akea i elah ditenrulan dalam
Peraturan  Perundang-undangannya, berdarkan nama maka seluruh akea
sejenis mempunyai bentuk vang serupa, sehagai contoh @ Akra Crentik yang
dibuar olch aru dihadapan Notaris, berdasarkan Peraruran jabatan Noaris
[5eb. 1860 Nomor 3), benruknya tidak secars vegas dalam Undang-undang,
terapi isi dan cara penulisan akra i ditenoukan secara tegas pasal 25 sampai
dengan pasal 28, dengan ancaman kehilangan sifar otentik dan akea i acw
ancaman hukuman denda terhadap Notaris yang membuear akea rersebur.

Schagaimana telah penulis smpaikan diaas, babwa ketenoan pasal
1868 KUPendata itu ddak menjelaskan wempar dimana Peabat Umuom i
berwenang dan sampai sejauh batas wewenangnya, schingga pembuat Undang-
undang harus membuatr Pemnuran Perundang-undangan vang mengatur hal
wrsebut, maka jika kim amati pasal 1 Peraturan Jabatan Nowards (Sth. 1860

15 Daeng Maja, Tekrnd Pembuatan Akto, Yogyakanta | Pustaka Yustsia Yogyasarta, 2002, him 14
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Nomor 3) yang berbunyi sebagai berikur :

Motaris adalah Pejabar Umum yang samu-satunya berwenang unmuk
membuar Akra Oreniik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan
penctapan vang diharuskan oleh Peramuan Umum atau olch yang
berkepentingan  dikehendaki unmik dimvarakan dalam suam Akea
Orenrik, menjamin kepastian @nggalnya menyimpan akanya, dan
p::mhu:lm.ﬂ akra itu oleh suan Peramuran Umom odak ILI.EI dimg;ulﬂn
atau dikecualikan kepada pejabar atau orang lain,

Dari bunyi pasal rerschue diaras, jelaslah babwa untuk Ak Orernik
dibidang keperdaraan (berdasarkan hukum perdata), Motasis adalah san-
satunya pefabat vang berwenang untuk membuamya, baik akia it diharuskan
atail ats permintaan orang vang berkepentingan, kecuali untuk akea-akea
terenmu secara tegas dischur dalam poerundang-undangan |, bahwa selain
Motaris ada pejabar Lain yang berwenang membuatnya, atan unuk pembuaan
Aera Onentik terentu pejabar lain ins dinyanakan sebagai savu-saunya pejabar
vang berwenang untuk membuarnya. Sehinggn wewenang Notaris merupakan
wewenang vang bersifar umum, sedangkan wewenang pejabar lain yang bukan
Motaris bersifar khusus.

Adapun akua-akm yang pembuatannya juga dimgaskan kepada pejabar
lain odeh Undang-undang dikecualikan pembuatannya kepada antara lain :

a. Pasal 281 KUHPerdata, selain Notars scbagai Pejabat Umum, juga
Pegawa Kantor Caratan Sipil membuar akea pengakuan anak huar kawin.

b, Pasal 1227 KUHPendara, sekain Notaris sebagai Pejabar Unnim, fuga
Jura Sita berwenang membuar berita acara karena adanya penolakan
atail keterfambatan pendafraran Hipotik oleh Pegawal penyimpanan
yang berwenang unruk inu.

c. Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdara, rentang penawaran pembayaran
karena adanya penolakan dari yang berpiurang, vang harus dibuktikan
dengan adanya akia yang dibuar oleh Notris arau Jur Sia.

d Pusal 145 dan 218 KUH Dagang, kewajiban Juru Sita, disamping
MNotaris membuamt akea prores wesel dan ook
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e Pasal 4 KUHPendaca, kewajiban dari Pegawai Catatan Sipil dengan
mengecualikan Notaris, untuk membuar register kelahiran,
pemberitahuan kawin, perceraian serma kenwatian,

Sepanjang mengenai wowenang yang harus dipunyai oleh seorang
Pegawai Unium unmuk membuoar suam Akra Cheneik, maka seorang Pegawai
Umum im hanya boleh melakukan aaon menjalankan jabasan di dalam seluruh
dacrah yang ditenrukan baginya dan hanya di dalam dacrah yang dienmkan
Em.gin}m. dan |.'EI'I:|-'II. di dabam daerah hukum i berwenang. Ja.dl jika suar
akta dibuar oleh amu dihadapan pegawai yang tidak berweang unmk i,
melainkan hanya berlaku schagi akia dibawah tangan jika para pihak welah
menanda tnganinya, schagaimana diteniulan dalam pasal 1869 KUH
Perdara yang berbunyi “Suaru akra, yang karena berkuasa atau ridak cakapnya
dalam pegawai tormasuk diatas, atau karena suam cacat dalam bentukmya,
tidak dapat diberlakukan schagai Akta Otentik, namun demikian mempunyai
kekuuatan sebagai akta dibawah rangan, jika ia ditanda tangani oleh para pihak”.

4. Anatomi Akta Notaris
Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notads benniknya sudah

direntukan dalam Pasal 38 UU Mo, 2 Tahun 2014, vang tendini dari :
(1} Seviap Akra cerdin atas:

a.  awal Akea atau kepala A

b, badan Ak dan

. akhir atau penumup Ak
(2) Awal Akea arau kepals Akea mermisaz

a.  judul Ak

b, nomor Akea

c. jam, hari, manggal, bulan. dan whun; dan

d.  mamea lenghkap dan rempar kedududan Mocaris,
(3) Badan Akta memuar:

a.  nama lengkap, tempat dan anggal khir, kewarganegaman, pekerjaan,

jabatan, keduduban, empat tinggal par penghadap dan/atau orang
vang, miereki wakili;



b, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap:
¢ i Ak yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang
berkepentingan: dan
d. nama lenghap, tempar dan ranggal lahin, sera pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan rempar tinggal dar tiap-tiap saksi pengenal.
(4) Akhir atau penutup Ak memuar:

a.  umaian entang pembacaan Akra sehagaimana dimaksud dalam Pasal
16 avar (1) hurud m asau Pasal 16 ayan (7);

b, uraian tentang penandaranganan dan tempar penandaranganan aas
penerjemahan Ak jika ada;

c. nama lengkap, tempat dan tanggal lihir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempar tinggal dari riap-tiap saksi Ak dan

d. wmatan tentang tdak adanya perubahan yang werjadi dalam
pembuatan Ak atau uralan fentang adanya perubahan yang dapat
berupa penambahan, pencoretan, atn penggantian sera jumlah
perubahannya.

(3) Akra Nomaris Penggant dan Pejabar Sementara Notaris, selain nvemuar
ketentuan sebagaimana dirabsud pada avar (2), avar (3), dan ayar (4),
juga memiat nomor dan tanggal penctapan pengangkatan, serma pejabat
yang mengangkamnya,”

Alkta Notaris wajfib dibum dalam benmuk vang sudah divenoukan
oleh undang-undang hal ini merupakan mbh s karakeer aka Notaris.
Meskipun ada keridakieparan dalam Pasal 38 ayar (3) hurut 2 di aws yang
telah menempatkan syarar subyebaif dan syarar obvekif scbagai bagian dari
Badan akea, maka keranghka akra Mogaris harus menemparkan kembali syaru
subycksif dan syarar obyekrif akra Notaris yangs sesuai dengan makna dari
suary perjanjian dapar dibamlkan dan baral demi hukum.™ Olch karena i
kerangha akea Notaris harus rerdiri dari sebagaimana yang terdapar di dalam
tabel di bawah ini:"

16 Habit Adpe, Sevilas Dumiz Modors dan PRAT IndonesofKivmpaion Talsan), Bandung @ Oy

Mviandar hau, 2009, him. 40
17 Ml bim 40-47
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BAC AN

.I’nn].ﬂ]-n:.."ﬂqul:

Pukul, hari, tnggal, bubin dan chun
Marna kenghap dan sempar kedudukan Mocaris dan wikayah
jabsaean Moraris;'

¢ Mama lengkap, tempar dan ranggal lehir, kewargancgaraan,
pekerjaan, fabaran, kedudukan, empsr dnggal  para
penghadap dan/stau orang yang mercka wakili;

[ Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;?

g Mamalengkap, tempat mnggal lahir, serta pekerjaan, jabacan,
hedisduban dan termpas tingal dari tiap-taag sk pengenal.

B A R
&
:
g

memuar  kehersdak dan keinginan  dari para pihak vang
berkepentingan yang diteranghkan aou dinyatbkan di hadapan
Motaris atau keterangan-keterangan dari Mosaris mengenai hal-
hal yang disaksikannya asas permintan vang  bersanghkuean, L
Baclan akta ini hans smi dengan adagium bahwa st akea
otentik hanya bersi i perbuatan hukum saja. Akea Moaris
VAT, i rl:.l.:.mn].:. meemmm lelnh dan siu Pﬂl‘m:lzn hukum.
.'aq::rtiﬂ]:lpenylcumhuh.nﬁ,dan[ﬂ ku.:nm'tl.lkmmiu:ll:n:h.
maka akia Notaris n.rlﬁl]n'nlh.l.rl ikake memiliki ool fde
e Pasal 244 H.LE. dan adak sah (Pususan Mahkamah Agung RI
Momor 1440 E/Tde! 19906, tanggal 30 Juni 19948).

Akhir Akta f Penueup

4 Undan tentang pembacan akta schagaimana dimaksud
dalarm Pasal 16 aya (1) hured Tatao Paal 16 avan (7);

b, Ursdan  wontang  penasdacinganan dan wempar
penandatanganan ata penerjemahan akea bik ada;

€ Mama lengkap, sempar kedudukan dan canggal lahir,
riap-tiap saksi akra; dan

i Ursian renrang ridak adamya perusbahan yang rerjadi dalam
permbuatn akm amw wmian wenang adama perubahan
vang dapar berupa penambahan. pencosetan. amu

penE:l.nri.:m.
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5. Proses Pembuatan Akta Notaris
Proses: pemnbuatan akea Notaris dibagi menjadi 2 (dua) thap, vain

persiapan seheum pembuazn dan pembuatan akea. D bawah ini akan

dijelaskan rahapan-tahapan tersebur "

a. Persiapan.
Sebelum membuar perjanjian atau penetapan di depan Notaris terlebib
dahuly hendaknya meakukan negosiasi renmng 6 perjanjian atau aka
}mign!-::n dibuar, Kedua pﬂuk]ﬂng:llmn membuar kerja sama tenm
dating dari latar belakang keinginan yang berbeda, hahkan baleh jadi
berscherangan. Mdlalul negosiasi diharaplkan dapat ditemukan ok em
vang saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak berat sebelah.
Selama proses neposiasi ini, pihak MNotrns hanya schagai penengah
Motaris dituntue mampu berdid di atas kepentingan kedua belsh pihake
Kesepakatan-kesepakatan vang dihasilkan dari proses negosiasi nantinya
akan dicatat oleh Notaris. Biasanya screlah rerjadi negosiasi, pthak-pihak
vang akan membimt peranjian atu penetapan membuat catatan atau
Memoranedien of Understanding (Mol). Sebenamya Mol ini bukan hal
vang mutlak dilakulan, retapi ada keunmungan vang didapatkan dengan
membuat MolJ, Adanya Mol membuat para kedua pihak tetap menjaga
komimen terhadap hasil kesepakaran vang sudah dicapai karena akan sulit
unmuk melakukan pembatalan secara sepihake. Mol) juga menjadi dasar
bagl penenmuan peranjian karema kedua belah pihak dapar melakukan
studi kelayakan redebih dahuli Serdah melakidean snudi kelayakan,
akan diambil kepurusan rentang langkah selanjutmya, erap meneruskan
perjanjian atau membarzlakannya,

b, Pembuatan
Apabila sudah maneap unmuk membuat perjanjian aau penatapan dan
ingin melanjutkan proses pembuatan, maka lingkah selanjumya adalab
membuat perjanjian. Hampir schagian besar omang idak mengarhui
bentuk baku dari sebuah surar perjanjian amu penerapan, bahkan ada
pula yang tidak mengerahui isi dari surat perjanjian yang sudah discpekari.

— Merupakan hal yang penting unmk n ui benmuk dan isi schuah

18 Ira Kaesoemawati dan Yunirman fiijan, K Notors, Depok : Raih Asa Sulses, 2009, him. 9497
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surat perjanjian, karena bukan ridak mungkin diantara para pihak ada
vang menipu dan teripu. Dengan mengetahui benouk dan isi sura
perjanjian akan meminimalisir risiko penipuan.

Sebuah surat perjanjian arau akea pasti memiliki judul perjanijian s
penetapan. Judul harus mereflcksikan isi dari perjanjian atau penetapan
vang discpelan. Sebush judul yang baik harus dapar memberikan
pemahaman yang jelas dan munggal da isi akea. Jangan sampai judul yang
dipaﬁn'[ micnimbulkan muliofic dar orang yang membacanye Selain
judul, sebush akm peranjian memiliki kalimar pembuka. Bagian ini
merupakan jembatan penghubung dari hal-hal yang erdapar pada judul
dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perjanjian atau penetapan
tersebur. Sebush akm perjanjian amu penctapan akan mencantumkan
identitas para pihak (drmparis) atan pihak-pihak yang membuar akea
tersebut. D sind akan dituliskan data pari pihak vang berisi nama, alamat,
pekerjaan, jabatan, dan juga keterangan babwa para pihak bertindak atas
nama serta unituk stapa. Sam hal vang perlu diperhatikan adalah kevepatan
perulisan identtas, Kesalahan penulisan idendis membuar keabsahan
akta tersebur menjadi cacat.

Prempefrecital merupakan hal Lin yang rendapar dalam sebuah akia
Prewisedrecival adalah sebuah pernyataan pendabuluan vang memua
keterangan dari pokok masalah vang akan diatur dalam suans perjanjian.
Sebuah akta perfanjian atau penetapan tdak akan disebut akra jika ddak
memiliki isi. lsi akia merupakan int dani sebuah akaa, di bagian inilah
tercantum hak, kewajiban, obwek yang diperjanjikan au ditetaphan,
penjabaran tentang imbalan, Denda serta klavsul kin yang discpakari
bersamia. Pada peyusunan isi akma, seorang Notaris hanya sebagai jura
catar dan memberikan pertimbangan hukum yang adil. Notaris ddak
dibenarkan mempenganuhi salah saru pihak dan merugikan pihak hinnya.
Engi:l.n cerakhir dar sebuah akra adalab penutup. Bagian ini hj.u:ll‘l}":l
ditutup dengan kalimar vang menyarakan bahwa aka tersebur relah
ditandamangani dengan lengkap olch para pihak dan dibubuhi materi.
Schain  itu disini juga akan rerdapar pernyataan penandatanganan para
pihak dan saksi-saksi.



. Kode Erik Notaris

Pengertian etika dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang
apa yang baik dan apa yang buruk serm entang hak dan kewajiban moral
{akhlak)," Sidharm menjelaskan etika merupakan reficksi manusia entang
nilai- nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya, erika juga
tidak membarasi dini pada situasi aau budaya rerenow, eeapi kebih berskala
universal ™

Berdasarkan aro etka di atas. menurur Liliana Tn:dj-ns:lpmn dapat
dipertajam lagi schagai berikur
I. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai- nilai dan noerma-norma moral

vang menfadi pegangan bagl seeorangsuan kelompok masyamkar dalam
2. Erika berarti |-i.L|.1T|.]:iuh|:| awas atau nilal moral, yang dimaksud dising adalak
kode exik.
3. Edka mempunyai arti lagi : llmu tentang yang baik atau yang buruk.

Kara profesi menurur Kamus Bahasa Indoncsia adalah bidang pekerjaan
vang dilandasi pendidikan keahlian (keserampilan, kejuruan dan sehagainya)
wertentu,” Scjalan dengan pengerian profesi tersebur, menurur Liliana
Tedjosaputro agar suatu lapangan kerja dapar dikavegorikan sehagai profesi,
diperlukan :**

l. Pengetahuan;

Penerapan keahlian { Competence of application);
Tanggung jawab sosial (saclal reypossibiliny);
Sedf conrol:

Pengakuan oleh masyarakar (sovial semction)

Sclain i menuruwt Brandels, ummuk dapar disebur schagai profesi,
pekeraan ins sendin harus mencerminkan adanya dulungan vang |:|r_rup.1 el
19 Departemen Pendician dan Kebudayaan, Kemus Besar Behasa ingonesio, Bals Pustaks,

Departsrren Pendidikan dan Kebudayaan, Jakana, 1991, him, 271
20 Skdharta, Moraltos Profes’ Hulem, Bandung : Refika Aditarma, 2006, him 16
21 Ldiana Tedpsaputre, Snita Prsed s Cmfen Sk, Semamng : Aneka limg, 2003, him, 15
42  Degartem Pendidian dan Kebudmyaan, (e Cir, him, 789

#3  Ldiana Tedjosaputrn, Cp. O, hilkm 17
#4  Supnadi, Enka don Tonggung jowab Profes Hukam of indonesio, Jakarta | Sinar Grafia, J008,

Al TR g

24



o ke

Ciri-ciri pengetabuan (intellecenal chanscter);
Dhigbdikan untuk kepentingan orang lain:
Keberhasilan rersebur akan didasarkan p:u;ln I:tunmnﬁm hnansial:
Keberhasilan termsebut antara lain menentuban berbagai ketentuan vang
merupakan kode ek, serta pula bertanggung, jawab dalam memajukan
dan penycharan profsi yang bersanghustan;
Direntukin adanya sandar kualifikasi profesi.

Kochn mengatakan babwa meskipun kriteria unruk menenmikan siapa

vang memenuhi syarar sebagai profesional amar beragam, ada lima cir yang
kerap discbur kaum profesional sehagai berikou

I
2

Mendapar izin dan negara uniek mielakukan suar rindakan rerreniu;
Menjadikan  anggoa  organisasi/pelabu-pelakn vang  sama-sama,
mempunyai hak suara vang menycharuaskan standard danfatau cia-dita
pl:ril:lku vang m]lng m:rldJslplml.an karena mchngg:rsun:h: FTH
Memiliki pengetahuan arau kecakapan “sowrde” (yang hanya diketahui
dan dipahami oleh orang-orang rerentu saja) yang tidak dimiliki obeh
anggoa-anggoa masyarakar lain:

Memiliki oronomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka, dan pekerjaan
inu tidak amar dimengeri oleh masyarakar yang lebih Juas;

Secara publik di muka umum mengucapkan janji unmk memberikan
banman kepada mercka yang membutuhkan dan akibarnya mempunyai
TANEELng ]:i'u.rnhd:m LIS khusus tersebur,

Selain ciri-ciri mengenai profesi vang welah dijelaskan di atas, menurut

Susanto diri-cir profest dapat di bagi menjadi 10 (sepuluhl, yaii =

Suary bidang vang werorganisir dari jenis intebekual yang rerus-menernus
dan berkembang dan diperluas
Suans reknis inrelekoual;

3. Pencrapan praktis dari reknis intelebnal pada urusan prakris;

him, 16

25 i him. 17
25 Ml him, 18
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Suaru periode jenjang untuk pelatihan dan sertifikasi:

Beberapa standar dan pernyataan rentang evika yang dapar diselenggaralan;

Kemampuan memberi E::F:mi.mpin:u'L p:ld.‘l pmﬁ'_qi sending:

Asostasi dari angpom-anggota profest yang menjadi suan kedompok vang

akrab dengan kualitas komunikasi vang tinggr antara angpota;

B.  Pengakuwin sehagai profesi;

9. Perhatian yang profesional rethadap penggunaan yang beranggung jawab
dari pekerjaan profesi;

10. Hubungan erat dengan profesi kin.
Suam erika profesi pada umumnya berfungsi internal sehagai penjalin
talt silamarabumi ataupun rrh:ng:mhu.ngj:uingan di antara teman-teman sejawt
dan ada fungsi kontrol di dalamnya terthadap orang-orang vang tergabung
di dalam limghkup profesi yang sama. Berkataman dengan fungsi atika profes,
Soctandyo Wignjosochrotw mengatakan babwa
I. Eika profei bethungsd schagal mekanisme vang dilakukan organissd
untuk mengontrol perbuatan pars anggetanya dan kemudian unnk
mengoreksinya apabila perbuatan anggots wersebur dipandang kurang
clks

2. Erika profes berfungsi sehagai penvelaras bubungan antar rekan seprofest.

Hal senada juga dikemubkakan obch Liliana Tedjosapurro, babwa erika
profesi terschur dalam fungsinya yang internal dapar mengamur hubungan
ANECACE Scjawat. Fmtgicﬁhpmfrsichlam hal ini diapat mn:mpr.'lk;m mickanisme
organisasi unmuk mengontrol perbuatan anggot, mengoreksi apabila perbuatan
anggota dipandang kurang s dan dapar merupakan sarana penyelarasan
hubungan antar scjaac™

Standar enka pada umumnya dipakai schagsai ukuran menilai batk atau
tl:i'l.'ip‘t.‘:l.d:l.l:l.ll‘l SLEARL ﬂngknpm'gmi-iasi ]:hmft:u (ke ek, bﬂ'i.lmtd.ipapu.rlmn
tujuan pokok dar sandar-sandar edka oleh Spilline, sehagaimana vang

= O

£ Penpunas Pusat Ikstan Natarls indonesia, Aot D Mietarts imdonesia, lakara | PT Gamedia,
20048, him, 156

i Uiana Tedposaputm, S Prodies’ Motors Dalam Fenegalon Hokum Pdma, Yogyakarta :
Bigraf Pubiishing, 1995, him. &
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dikurip oleh Liliana Tedjosaputre, yain ™

Stndar-smndar etika menjelaskan dan menerplan mnggung jawab
kepada klien, lembaga (institution) dan masyarabar pada umumnya
Standar-standar etika membantu wenaga ahli profess dalam menenmukan
apa yang harus mercka perbuar kalaw mercka menghadapi dilemma-
dilemma erika dalam pekerjaannya
Sandarstandar  etika  mencerminkan/membayanghkan  pengharapan
maral dard komunitas. Dengan demibdan, standar-standar etika menjamin
bahwa para anggota profed akan menaatti Kiab Undang-undang erika
profesi dalam pelavanannya.
Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan
invegritas atau kejujurin dari renaga ahli profes sendi
Standar-standar arika membiarkan profesi menjaga reputasi arau nama
dan tungsi profesi dalam masyarakar melawan kelakuan yang jahar dari
ANEEOEANZEOT TETENTL.

Seorang MNogaris perlu memperhatikan  “perilaku jabatan”™  yang

menunjukkan tngkar profesionalicass seseorang pada pekerjaannya. Perilaku
vang idealnya harus dimiliki oleh sesorang Notaris terscbut, adalah schagai
berilout -

Dralam menfalankan tugas profesinya, Seorang Motars harus mempunyai
intergritis moral yang mantap. Dalam hal ini, segala perimbangan
moral harus melandasi pelaksanaan mugas profesinga, Walaupun akan
memperoleh imbalan jasa yang dnggl, namun sesuatu yang bertentangan
dengan maoral yang baik harus dihindarkan.

Seorang Nowaris harus jujur, ridak saja pada kliennya, juga pada dirinya
sendiri. Ja juga harus mengerahui akan batas-baras kemampuannya, ridak
memberi janji-janji sckedar unk menyenangkan kliennya, amu agar
si klien retap mau memakai jasanya. Kesemuanya i merupakan suar
ukuran rersendin renrang kadar kejujuran inteleknual seorang Notaris.

'iScnnn.ghuumhirLummpdnnak:nham-hutasirnmangmn}a

Bl him 43
30 Abduliadir Muhammad, Eoko Profesi Hidoen, Bandung : PTOtra AdSya Bakn, 2006, him. 58
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Ia harus mentaari ketenman-ketentuan hukum yang berlaku entang
seberapa jauh i dapar bertindak dan apa vang boleh serm apa yang ridak
bolch dilakukan, Adalah berrentangan dengan periliku  profesional,
apabila seorang Notaris rernyata berdomisili dan berrempar tinggal ridak
divempar kedudukannya schagai Motaris. At memasang papan dan
mempunyai kantor di tempar kedudubkanmya, rerapi tempar nggalnya di
lain rempat. Seorang Moraris juga dilarang uniuk menjalankan jabarannya
di hear daerah jabazannya. Apabila Joetenmuan rersebur dilanggar, maka
akra yang bersanghutan akan kehilangan daya owentiknya,

. Sckalipun keahlian sescorang dapat dimanfaarkan schagai upaya yang lugas
uniuk mv&:paﬂu.n LANg, MmN dabam melakanakan nigas pmﬁ:'m}':l
iz tidak boleh semata-mat didorong oleh pertimbangan vang. Seorang
MNotaris yan pancasilais harus wetap berpegang teguh kepada msa keadilan
vang hakikd, tdak rerpengaruh oleh pumlah vang, Dan tidak semasa-mata
hanya menciprakan suatu alar bukd formal mengejar adanya kepastian
hukum, tpi mengabaikan rasa keadilan.

. Keadilin vang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi.
Sehagaimana  diketahui  bahwa  Notaris schagai  pejabar  umum
menghasilkan produk berupa akia oremik vang digunakan pada hulkum
pembuktian, schingga merupakan hal yang wajar bahwa sescorang
diangkar sehagai Notaris bukan untuk kepentingannya sendin, namun
juga unmk kepentingan masyarakar yang dilyaninya, Unnik dapan
menjalankan mogas, kewajiban, manggung jawab, dan kewenangannya,
maka Motaris harus dapat meningkatkan kualizs  dirinya melalui
pendidikan, pengetabuan, pemahaman, dan pendalaman rerhadap ilmu
pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, dan kode erik.

Pengangkatan schagai nowrs hanslash minimal mempunyai ilmu

pengetahuan dalam bidang hubum dan kenotariaan, mempunya pengalaman
magang di kantor Notaris, mengerahui kewajiban dan menjunjung tngpi hak
orang lain, dilandasi dengan niat dan etika werpuii.

Berdusarkan uraian di atas, maka jika dikaitkan dengan jabatan notaris,

maka Kode Exik Notaris yang beraku di Indonesia ditetaphan dan ditegakkan
oleh organiss profesi Notaris dalam hal ini yaitn aan Noans Indonesia
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(I}, hasil Kongres TINT XVTI Tabun 2005 yang disabkan di Bandung pada
tanggal 27 Januari 2005 dan schagaimana relah dirubah dengan hasil Kongres
Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada anggal 29-30 M 2015,
Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kode Erik Notaris tersebut yang dimaksud dengan
“Kode Exik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan
eaman MNocaris Indonesia vang, 5.:1:mjl,1m].r'q akan discbur FFP-:I']{IJFHI.'HJI:]J'L“
berdasarkan kepurusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh
dan diarr dalam peraturan perundang-undangan yang mengarur entang hal
im dan yang beraku bagi sera wajib ditzari olch setiap dan semua anggora
Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan mugas jabatan schagai
MNotarts, termasuk di dalamnya para Pejabar Sementara Noearis, Nogaris
Pengganti pada saar menjalankan jabaran”.
Berdwarkan pengerian terscbut maka dapat disimpulkan  bahwa
Kode Eik Notaris berdaku bagt selurub anggoa [N dan sermua orang vang
menjalankan rugas jabatan sehagai Notaris, rermasuk di dalamnya para Pejabat
Sementara Notaris, Notaris Penggantt dan Nowris Penggantl Khusus, baik
dalam ranghka mdakanakan nggas jabatan sebagai Notards maupun dalam
menjalankan kehidupan sehari-hari.
Secara garis besar rinclan kode etik Notaris melipud 5 (lima) hal, yaio <

1. Etika Kepribadian Novaris

Erika Kepribadian Notaris merupakan erika yang menganur bagaimana

Motaris bertindak secarn personal dan internal. Edka ini mengarur

karegori nilsi vang harus dimiliki notaris sehagai pribadi. Pribadi yvang

dimaksud adalah “insan” nowris wscbur schagai manusia alamiah.

Mengingar Jabatan Notwaris tidak hanya schagai profesi dalam ari

pekerjaan, namun juga sehagai pejabat umum, maka etika kepribadian

Notaris ini memberikan kaidah nilai pribadi secara intrinsik yang harus

dimiliki notaris schagai pejabar umum dan sehagai Profesional. Sehagai

prj:lhur umum, maka etika yang harus dimilika SEOFANE NOtars sdalah:

a.  DBegiwa Pancasila

b, Tau Kepada Hukum, Sumpah Jabatan, Kode Erik Notaris.

. Berbahasa Indonesia yang baik.
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2. Erika Melakukan Tugas Jabatan.

Erika ini menyanghkut sikap dan perilaku harus dimiliki oleh Notaris

schagai pejabar umum dalam  pelaksanaan s jabaannya - dalam

Kode Erik Nowris, menghasilkan pengaruran kewajiban noris dalam

menjalankan jabatan schagaimana termuang dalam Pasal 3 Kode Erik

MNotaris, yaimu Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan

jabaran Noearis wajib :

Memiliki moral, akhlak serta kepribadian vang baik.

b, Menghormad dan menjunjung dnggl harkar dan mareabar Jabaran
Notaris.

. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan,

d. Berperilaku jujur, mandini, ridak berpitak, amanah, seksama, penub
msa mnggungjawab, berdasardan peraruman perundangundangan dan
isi sumpah jabaran Notans.

e. Meningkatkan ilmu pengeshuan dan keahlian  profesi vang
telah dimiliki tdak terhatas pada ilmu pengetabuan hukum dan
kenotariatan,

L Menguamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakar dan
MNegara.

g Memberikan jasa pembuaran aka dan kewenangan hinnva unnk
masyarakar yang tidak mampu anpa memungur honorarium.

h. Mencrapkan saru kantor di tempar kedudukan dan kantor tersebu
merupakan san-sarunya kantor bagi Nowrs yang besanghutan
dalam melaksanakan rugas jabaran schari-hari.

L M:mmngl{nm]himhpapanm:m:ﬂdqnnfdiﬁngkung:n
kantomya dengan pilihan wluran yaitn 100 om x 40 em, 150 cm 260

cm atau MK cm x 80 cm . vang memuar

1} MNama lenghkap dan gelar vang sahy;

2} Tanggal dan nomaor Surar Kepurusan penganghkatan yang terakhir
sehagal Nogaris;

3) Tempar kedudukan;



41 Alamar kantor dan nomor telepon/f.
Diasar papan nama berwamna putih dengan huruf berwarna hitam
dan mlisan di ams papan nama harus jelas dan mudah dibaca.
Kecuali di lingkungan kantor rersebur ridak dimunghinkan unmuk
pemasangan papan rema dimaksad,

Hadir, mengikuti dan berpartisipasi akrif dalam setiap kegiamn yang

disclenggarakan olch Perbumpulan.

Menghormati, mematuhi, meaksanakan perauran-peraturan dan

keputusan-keputusan Peckumpulan.

Membayar uang uran Perkumpulan secara reniib.

. Membayar uang duka unnuk membanmu ahli waris reman sejawar

yang meninggal dunia

Melaksanakan dan memaruhi sermua kerentuan rencang honorarium
dirctapkan Perkumpulan,

Menjalankan jabaran dikantormya, kecuali karena alasan terrenmu.
Menciprakan  suasana  kekelvargaan  dan kebersamaan  dalam
melaksanalan oggas jabatan dan keglatan schar-had sera saling
memperlakulan rekan sefawat secara baik, saling menghormar,
saling menghargai, saling membantu sera selalu berusaha menjalin
komunikasi dan wali silarurdhim,

Memperlakukan setiap klien yang datang  dengan baik, ddak
membedakan starus chonomi dan/aran stanss sogalnya,

Membuar akm dalam jumlsh bags kewajaran unmk menjalankan

peraturan p:mmi'mg-u.ndnug:n. khususmya UI1E1:1HE—UI‘|EI::L|"IE_T‘.‘||.‘!:&E]I‘I
Miovtaris dan Kode Erile

Etika Pelayanan Terhadap Klien

Notars merupakan pelivan masyarakar dibidang hukum  rerutama
melayani masyarakat dalam pembuatan sk owentdk. Dalam melayani
masyarakat, dibutuhkan etka, vang menjadi pedoman bagi Motaris
dalam melayani masyarakat pengguna jaa Notrs. Beberapa hal yang
harus dimiliki dan dilakukan olch Notaris dalam melayani klien, yaim &

F 74

Habits Adjie, (. Cir, hirm. 91
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Memberikan pelavanan huloum kepada masyaraka yang memerlukan
jasanya dengan schaik-baiknya

. Menyelesaikan akea sampai mhap vang diminea olch klien
Memberimbukan kepada klien perihal sebesainya pendaftaran dan
pengumuman, dan azau menginm kepada atau menyuruh mengambil
akra yang sudah di daftar atau Berita Negara yang sudzh selesai dicerak
tersebur oleh klien vang bersangkuran

. Memberikan penyuluban hukum agar masyarakat menyadad hak
dan kewajibannya sehagai warga negara dan anggora masyarakar
Memberikan jasa kepada masyarakar yang kurang mampu dengan
CLIMACLITE

Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang
iru membuar akea kepada notaris yang menahan berkas i

Dilarang menjadi alar orang amu pihak lain untuk sermata-mara
menandatangani akta orang buatan orang lain schagai akea buatan
notaries yang bersangkuean

. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien vang
bersinglutan

Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cam apapun memaksa klien
membuar akta kepadanya, au membujuk-bujuk seseorang agar
pindah dari notaris kain,

Dilarang membentuk kelompok di dalam ubah INT dengan mijuan
untuk melayani kepentingan suatu instansi arau lembaga secara
khusus/eksldusif, apalagi menurup kemungkinan anggoa lain unmk

- Etika Hubungan Dengan Sesama Reban Notaris
Sebain ada ketentuan (kode etik) Vang mengatur pn]:r;nd: Motaris, Enka
dalam pelaksanaan Jabatan, dan edka pelayanan rerhadap klien, rerhadap
Motaris juga berlaku kode etk yang menganr hubungan notarss dengan
sesaima reban notaris.
Perambahan jumlah Neowris yang jauh lebih cepar dari kebunihan
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masyarakar di suaru rempar, menyebabkan komperis di ancara para Nogaris
unnuk mendapatkan klien. Berbagai cara dan merode pun dipergunakan
oleh notaries unk mendaparkan klien, Hal ini renm tidak baik bagj
profesi Notaris, persaingan sesamea Nogaris yang semiakin ketar, jika ridak
diarur dalam koridor kode ek, wnm akan menyebabkan dekadensi dan
dtgr‘m.{:m nilai dan martabar jabatan MNogaris,
Dalam Kode Fok lkaan Nowrs Indonesia, pengatuman tenrang
erika hubunpn sesama Motaris diatur lebih jelas dan rinci, I'I'.Ii.':l].'l'l].’:‘l
sehagaimana diarur Pasal 3 ayar 16 Kode Erik Nocaris vang menyatakan
“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan
Motaris wajib mencpakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan
dalam melaksanakan mgss jabatan dan kegiatan scharihari sena saling
memperlakukan rekan sejawat socara baik, saling menghommari, saling
menghargai, sling membaniu serta sdalu berusha menjalin komunikasi
dan tali dlaturahim.”
Dengan  mewajibkan  setiap Notarls unmuk  menciptakan  suasana
kekeluargaan dan kebersama dengan sesama Notaris, maka dibarapkan
tiddak muncul sikap persaingan diantara sesama Notaris, dan sebaliknya
tercipta sikap saling menghormat] dan saling bekerjasama diantara sesama
rekan notaris,
- Erika Pengawasan
Jabatan identik dengan wewenang dan kekuasaan, dan Notaris merupakan
pejabar umum vang wewenangnya diatur dengan  Undang-undang,
Pelaksanaan wewenang dalam pelakosanaan mgas jabatan rersebur sudah
tenmu perhu diawasi agar ddak reradi penyalahgunaan kekuasaan dan
wewenang (abuse of power),
Mekanisme pengawasan tethadap Notars sar ini dilikukan dengan 2
A yaim ;
a.  Pengawasan Internal
Pengawasan  Internal  adalah  pengawasan yang  dibikukan  oleh
Ohrganisasi Notaris rechadap Notaris vang dilakukan secara berjenjang
mengenai pelaksanaan kode erik yang berdaku rerhadap nocaris.
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b, Pengawasan Eksternal

Bentuk dan mekanisme pengawasan kedua yang berlaku terhadap
Notaris adalah pengawasan Eksrernal yang dilakulan oleh Menteni
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam
pelaksinaannya diserahlkan kepada Majelis Pengawas. Ketentuan
terhadap pengawasan Fkseemal terhadap Nosaris ini diamr dalam
UUN, khususnya dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81, Maijelis
[haga“msdt:ng;ummm diarurdalam Pasal 67 ayar (3 UL rerdin dari
9 orang, yang komposisinya berasal dari 3 unsur dengan jumbah yang
sama, yaim 3 orang dar unsur pemerintah, 3 orang mewakili organisasi
notirs, dan 3 g mewakili ahli {akademisi), Pengawasan t:rh:l&.ap
MNotaris melalui Majdis Pengawasan dilakukan secara berjenjang
schagaimana diatur dalam Pasal 68 UUIN, Di Tingkat daerah
Kabuparen/kom dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD),
kemudian dilanjutkan oleh Majelis Penggwas Wilayah (MPW) yang
berada di rngkat Propins, dan terakhir berujung di Majelis Pengawas
Pusat (MPI") yang betkedudukan di ibukota Negam di Jakara.

D. Gambaran Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris

ULl Jabatan Nowaris rdak memberikan dehnisi enang  Majelis
Kehormatan Notaris, Definisi tersebur hanya ada di Permenkumham
MNo. 7 Tahun 2016, vaits pada Pasal 1 angka 1 dikaakan bahwa "Majelis
Kehormatan Notaris adalah suaru badan yang mempunyai kewenangan uniuk
melaksanalan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan perserujuan
atau penolakan untek kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas
pengambilan fotokopi Minue Ak dan pemanggilan Notaris untuk hadis
dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Ak atau Prowokol Notaris yang
berada dalam penyimpanan Nogaris”,

Mengenai keangpotaan Majelis Notaris dianur dari Pasal 2 sampai dengan
Pasal 4 Permenkumbam No. 7 mhun 2016 yang intinya keanggotaan Majelis
Kehormaran Notaris (baik Pusat maupun wilayah) terdini dari 7 orang vang
berasal dari pemierintah, Notaris dan ahlifakademnia. Masa jabaran Majelis
Krhormaran Notaris selama 3 (tiga) rahun dan dapar diangkat kembali.

34



Kewerangan Majelis Kehormaran Notaris di datam UL Jabatan Notaris
diarur di dalam Pasal 66 avar (1) yang berbunyi:

Uniuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penunmur umuom,

hakim dengan perscrujuan majelis kehormatan Nogaris berwenang:

a.  mengambil tomkopi Minum Akm dan/sau surat-surar yang dilekatkan
F:IL'I Minuta Ak amu Pmmlmanmr'm:lnhmp:u}rimpan:nNumﬁs:
dan

b, memanggl MNotaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan Akea arau Protokol Motaris yang berada dalam penyimpanan
Motaris.

Tigas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris diatur i dalam Pasal
17 dan Pasal 18 Permenkumbam No. 7 Tahun 20016, Majelis Kehormatan
Motaris Pusat mempunyal mgasmetaksanakan pembinaan terhadap Majelis
Eehormatan Wilayah yang berkaitan dengan rugasnya. Dialam melabsanaban
tugasnya Majelis Kehormatan Notaris Pusar mempunyai fungsi melakukan
pengawasan  terhadap  Majelis  Kehormaran  Nowmris Wilyah,  Majelis
Kehormatn Nowris Wilayah mempunyai migas medakukan pemeriksaan
terhadap permohonan yang disjukan oleh penyidik, penunmir umum, dan
hakim; dan memberikan perserujuan atau penolakan werhadap permincian
perserujuan pemanggilan Notarss untuk hadir dalam penyidikan, penuntuan,
dan proses peradilan. Dalam melaksanabkan migasnya Majelis Kehormaran
MNotarts Wilwyah mempunyai fungsi melakubkan pembinaan dalam rangka
jabarnnys; dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan

Syarat pemanggilan Notars diatur di dalam Pasal 27 Parmenkumhbam
Mo, 7 mahun 2016 yang menyatakan balwa Pemberian persenujuan kepada
penyidik, pesuntut wmum, atau hakim uniuk kepentingan proses peradilan
dalam pemanggilan Notaris, dilakuban dalam hal:

1. adanya duggan tindak pidana berkaitan dengan minuta akea dan/acau
surat-surar Notards dalam penvimpanan MNogaris;

2. belum gugur hak menunmur berdasarkan ketentuan enting daluwarsa
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dalam perauran perundang-undangan di bidang hukum pidana;

3. adanya penyanglalan keabsahan rnda mngan dari salah sa pihak
arau lebih;

4. adanya dugaan pengurangan atau penambahan ams Minum Akta;

&AL
5. adanya dugaan Nowaris melakukan pemunduran tanggal {antidatum).
Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi MNowaris
dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.



BAB Il

ASAS-ASAS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DALAM
KAITANNYA DENGAN KEDUDUKAN MAJELIS

KEHORMATAN NOTARIS

A. Lembaga dalam Proses Peradilan Pidana
Proses peradilan pidana di Indonesia seridaknya dilabsanakan oleh 3

(riga) lembaga yang dischur penegak hukum, yaing kepolisian, kejaksaan dan

pengadilan. Uraian secara rinci rentang rugas dan wewenang ketiga lembaga

terschur adalah akan diuraikan di bawah ini:

l. Kepolisian sehagai penyidik.
Setiap penegak hukum past mempunyal kedudukan dan peranan. Hal
i senada dengan yang diungkapkan Seerjono Sockanto bahwa: Secara
sosiologis, maka sedap penegak hukum rersebut mempunyai kedudukan
{status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu
didalam strukeur kemasyarakatan, yang mungkin tnggi, seding-sedang
sija atau rendah, Kedudikan terscbut schenarnya merupakan suam
wadah, yang sinya dalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.
Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role,™
Berdasarkan pendapar diaras apabila dikaitkan dengan polisi, maka sehagai
aparar pencgak hukum polisi didalam mgasnya selalu memiliki kedudukan
dan peranan, Hal rersebir sepenti pendapar yang dikemulakan oleh Uari
bahwa peranan polisi dalam peneggakan hubaum dapar ditemuban di dalam
perundang-undangan yang menganr entang hak dan kewajiban polisi,™
vaitu Undang-Undang Nomor 2 rahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Selanjutnya discbur UL POLRI) Pasal 1 burir (1)
Kepolisian Negara adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi sezai dengan perauran: perundang-undangan, Pasal 2
UL POLRI, Fungsi kcpn!zu;l.n adalah salah s FLI.I'!Igh‘J ptm:rinmh:m

32 Soenono SoskEnio, Fokior-Rakdor pong Adempengaritl Penegmeon Hulkum, lakana ; FT Rada
Grafindo Persada, 3003, him, 13

33 M Faal Peryoringan Periong Pidono Oleh Pollsl (Diskresi Kepolsion), jakarta @ Pradma
Faramita, 1991, him, 30
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MNegara di hukum, pedindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakar Pasal 4 UL POLRI, Kepolisian Megara Republik Indonesia
bermjuan unuk mewujudkan keamanan dalam negeri vang meliputi
terpeliharanya keamanan dan keteriban masvarakar, tertib dan regaknya
hukum, twerselenggaranya perindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakar, serta rerbinanya kerenraman masyarakar dengan
menjunjung tinggi hak assi manusia. Pasal 5 UU POLRI menyatakan :
{1} K:pa]mm‘t Megara HJ:FHHIJ-L Indonesia meripakan alar negara
berperan dalam memidlihara keamanan dan ketertiban masyarakar,
mencgakkan hukum, seria memberikan perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakar dalam rngha terpelibaranya
keamanan dalam negeri:
(2} Ktpu]mnn Nrgam Repu!:rllk Indonesia adalah prulman Masional
vang merupakan sau kesaman  dalbm melaksanakan  peran

sehagabmana dimaksud dalam ayae (1).

Pasal 13 UL POLRI, Togas pokok Kepolisian MNegara Republik

Indonesia adalah:

1} Memelthara keamanan dan ketertiban masyarakar.

2) Menegakkan hukum.

3) Memberikan pedindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masvarakar.

Pagal 16 ULV POLRI, Wewenang polisi, vaine:

1) Melakuakan penangkapan, penshanan, penggeledahan, dan
penyician.

2} Melarang setiap orang meninggalkan atay memasuki tempat
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

3} Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam
rangka penyidikan,

41 Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan sera
memeriksa randa pengenal diri,
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31 Melakukan pemeriksaan dan penyiman sura,

6] Memanggil orang untuk didengar dan diperikes sehagai terangka
atau saksi.

71 Mendatanghkan orang ahli yang dipertukan dalam hubungannya
dengan pemeribsaan perkara.

8) Mengadakan penghentian penyidikan.

91 Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut urnum.,

10} Mengajukan perminaan secara langsung kepada pejabar imigrasi
vang berwenang ditempar pemeriksaan imigrasi dalam keadaan
mendesak arau mendadak unmuk mencegah atay menangkal
orang vang disanghka melakukan rindak pidana.

11) Memberi perunjuk dan bannen penvidikan kepada penyidik
pegawai negari sipil untuk diserahkan kepada penunoue umum.

12 h-l:ngadakm tndaban  kin  menunee hukum vang
bertnggungjawab.

KUHAI" memisan sejumlih ketenoian hukum yang mengatur tentang
penvelidikan dan penyidikan. Dalam KUHAP dischatkan  adanya
penvelidik, penvidik, dan penyidik pembanme. KUHAFP memberikan
pengertian bahwa penvelidik adalsh pefabar Polri yang diberi wewenang
aleh KUHAP unk melakukan penyelidikan. Penyidik adalah pejabar
Polri atau pejabar pegarwai negeni sipil terenu yang, diberi wewenang
khusus oleh undang-undang uniuk melakukan penyidikan. Sedanghkan
penyidik pernbanmu adalah peabar Polri yang diangkar Kapolri dan diberi
wewenang rerientu dapar melakulkan rugas penyidilan vang diarur dalam
KUHAL Denyidik pembannu tersebut mempunyai wewenang seperti
terschur dalam Pasal 7 ayar (1), kecuali m:ngl:n;u' penzharan ].r:lngw:liih
diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penvidik (Pasal 11), dan
penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas
perkara kepada penyidik, kecuali perkara dtng:m acara pemeriksaan
singkat vang dapar langsung diserahkan kepada penuntur umiem (Pasal
12).



Menurur KUHAR penyelidikan adalah seranghkaian vindakan penyelidik

unmuk mencari dan menemukan suat peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidama guna menenmikan dapar arau ddaknya  dilakukan

penyidilkan menurur cara yang diarur dalam KUHAE Penyelidik karena

kewajibannya mempunyai wewenang;:

1) Menerima biporan amu pengaduan dari secorang tentang adanya
tindak pidana;

2} Mencari keterangan dan barang buk;

31 Menyuruh berhenti seorang yang dicurigal dan menanyakan sera
memiriksa tanda pengenal dini;

4)  Mengadakan rindalean lain menunst hukum yang beranggung jawab.

Selain i, berdssarkean  perintah penyidik,  penyelidik  dapar
melakukan tindakan berupa:  peranghkapan, larangan  meninggalkan
wempas, penggeledahan dan penyitan; pemeriksaan dan penyitaan
surat; mengambil sidik jari dan memotrer seorang; membawa dan
menghadapkan seorang pada penvidik. Sefanjutnya, penyelidik membuaat
dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan ondakannya emsebut
iu:pada. ]:l-:n]n'u:lik (Pasal 51 Ketentuan hukum tentang, p::]:lkﬂna:m
penyelidikan yang lebih terpering diarur dalam Pasal 102 sampai dengan
Pasal 105 KUHAPR Dalam KUHAD disbutkan juga bahwa penyidikan
adalah serangkaian tindakan penvidik dalam hal dan menunue cara vang
diatur dalam undang-undang ini untuk mencar sertn mengumpulkan
buksi vang dengan bukd i membuat rerang tentang tindak pidana
vang terfadi dan guna menemukan rerangkanya, Dalam Pasal 7 ayae (1)
diventukan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:
1} Menerima biporan atau pengaduan dari scorang tentang adanya
rindak pidana;
2} Melakukan rindakan pertama pada saar di tempar kejadian;
3 f'-{cn}wuh berhend E:mnn.gmmlgk:lchn m:r!'l-l:l'i]iﬂ[‘d.l‘ldﬂl:h:l‘lg:l.‘ﬂl
dini tersangha:
4)  Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
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31 Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surar

&) Mengambil sidik jari dan memotrer seorang:

71 h'kmnrﬁ:il Orang unruk did:l:g:lr dan djpu'ﬂ-m: n:l'ngai ::rs:mgkq
arau saksi;

B} Mendatangkan orang ahli vang dipedulan dalam hubungannya
dengan pemeribsaan perkara;

9 Mengadakan penghentian penyidikan:

101 Mengadakan rindakan lain menunir hulaam yang bemanggung jawab.

Schain i, dalam Pasal 106 dischutkan bahwa “penyidik yang mengerahui,
menerima laporan atau pengaduan tenang terjadinya suaru peristiwa yang,
patut diduga merupakan dndak pidana wajib segera melakukan dndakan
penyidilan yang diperluban’

Dralam perkembangan sekarang, pelabsanaan kewenangan penyidikan
yvang dilakukan oleh Penyidik Pold, selain diarur dalam KUHAR UU
Poldt maupun berbagal peramiran perundang-undangan lainnya, juga
telah dianur dalam berbagai Peramuran Kepolisian vaitu “segala peranieran
vang dikeluarkan oleh Pold dalam rangka memeihara keteriiban dan
menjamin keamaman umum sesuai peraturan  perundang-undangan”
{Pasal 1 burir 4 UL Polr). Berbagai kebijakan dan straregi Polri dalam
pelaksanaan kewenangan penyidikan diformulasilan dalam Peraturan
Kepolisian, Beberapa Perauran Kepolisian di bidang penyidikan adalah
seperti yang diamr dalam benmuk Peraruran Kapolsi (Perkap), misalnya:
Perkap No. 5 Tahun 2005 wenang Teknik Perlindungan Terhadap Saksi,
Penyidik, Penunmur Umam, Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Teroris,
Perkap No. 17 Tahun 2005 renrang Tata Cara Pemberian Perlindungan
Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian
Uang, Perkap No., 10 Tahun 2007 rentang Organisasi dan Tara Kerja Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri, Perkap No. 3 Tahun
2008 rentang Pembenmikan Pelayanan Khusus dan Tara Cara Pemeriksaan
Saksi danfarau Korban, Perkap No. 8 Tahun 2000 rentang, Implemenasi
Pri.rmipdﬂ.n.'imﬂd:}: HAM datam Penydenggaraan Tugas Polri, dan F:rlup
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Mo, 12 Tahun 2009 rentang Pengawazan dan Pengendalian Penanganan
Perkara Pidana di Lingkungan Polr. Peraturn Kepolisian kin yang
senantiasa menjadi pedoman dan diterapkan oleh Penvidik Polri dalam
penyidikan adalah Perunjuk Pelaksanaan dan Perunjuk Teknis Proses
Penyidikan yang ditetapkan dalam Surar Kepuusan Kapolri No. Pol.
Skep! 1 205/IX/ 2000 rentang Revisi Himpunan Jubdak dan Juknis Proses
Penyidikan Tindak Pidana.

Tujuan pm].'i:[i]un adalah untuk menunjuk =HT A yang tedah melakukan
kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah
vang telah dilbkukannya. Unmk mencapai maksud terschur maka
penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakea atau peristiwa-
peristiwa tertentu. ™ Penyidikan dimulai sesudah tefjadinga tindak pidana
uniuk mendapatkan keterangan-keterangan enang;

1)
2)
3)
4l
5]
&)
7

Tindak pidana apa yang relah dilakukan
Kapan tindak pidana i dilakukan
Dimana rindak pidana im dilakulan
Dengan apa tndak pidana i dilakukan
Bagaimana tndak pidana i dilakukan
Mengapa tndak pidana i dilakaukan
Siapa pelakunya.

Proses penyidikan rindak pidana yvang dilakukan oleh penyidik melipuri:,

1)

2)

3)
4)

Penindakan yang berupa pemanggrilan, penangkapan, penahanan,
Pemeriksaan terhadap salod-saksi, ahli dan tersangha.
Penyddesaian  dan  penyerahan berkas perkara vang  berupa
pembuatan resume, penyusuna berkas perkara dan penyerahan
berkas perkara

3 M. Hemein Harun, Pemadik Do Peronful Delem Proses Pidang, lakama: FT Rnela
Cipta, 1991, him. 58
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2. Kejaksaan Sebagai Penunmu Umum
Kejaksaan RUL adalah lembaga negara vang melaksanakan kekosasaan
negara, khususnya di bidang penuntutan. Sehagai badan yang berwenang
dalam penegalan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa
Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negen merupakan
kebasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya
mﬂup:ﬂm samy kesanuan ].':mgumh }'.'!.I'I.E'[I:I;.’I.I-E-E['.’I.pﬂ.[ dlplnihlmn
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 {selanjuinya
disebut ULl Kejaksaan) yang menggantikan UL No, 5 Tahun 1991
wntang Kejaksaan R, Keaksaan schagai salah sam lembaga penegak
hukum ditunoet untuk lebih berperan dalam mencgakkan supremasi
huakum, prﬂin:fungdn kq:ll:nting;.n LAFTHLEFTY, P:ncgd:an hak asasi
mamsia, serta pemberintasan Korupsi, Kolus, dan Nepodsme (KKN).
DA dalam UL Kefaksaan yang baru ini, Kejaksaan Rl sebagail lembaga
negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penummtan harus
melaksanalen fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, erlepas
dari pengarub kekussian pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya
(Pasal 2 ayar 2 Kejaksaan).
Berdasarkan Pasal 30 UU Kgaksaan, tugas dan wewenang Kejaksaan
adalab Di bidang pidana :
1} melakukan penunmuan;
2} melaksanakan pencapan hakim dan pumsan pengadilan yang relah
]'I'I.IE!'I'IFP:!U'.EI] h:'l'ﬂ.ﬂl:l.ﬂ. I'II..Ik.i.I.!'I'I Toapy
31 melakukan pemggawasan erhadap  pdaksinean  pumsan  pidina
bersyarat, putisan pidana pengawasan, dan kepumusan lepas bersvarar;
4) melakukan penyidilan terhadap tindak pidana wenenu berdasirkan
undang- undang;
51 melengkapi berkas perkara tementu dan untuk it dapar melakukan

pemeriksaan mmbahan sebelum dilimpahbkan ke pengadilan vang
dalam pelaksanaannya dikoosdinasikan dengan penyidik.

Ketenmuan lain vang menganor tentang kejakszan sebagai penunut
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adalah KUHAR Pasal 1 angka 6 KUHAP menerangkan bahwa Jaksa
adakah pejabar yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
berindak sebagai penunmur umum serta melaksanakan  punesan
pengadilan yang relah memperoleh kekuatan hukum rerap. Penunou
umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini
unmuk melakukan penunmitan dan melaksanakan penetapan hakim.
Selanjurnya pada angka 7 dijelaskan bahwa Penunmutan adalah
tindakan penuntur umum unmuk melimpahbkan perkara pidana ke
pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurur cara yang
diarur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa
dan dipurus olch hakim di sidang pengadilan.

Kewenangan Penuntut Umum diatur di dalam Pasal 14 KUHAT yaitu

1)

2)

3

4]
3
&)

7)
8)
9

atau penyidik pembantu;

mengadakan prapenuntutan apabila ada kelurangan pada penyidikan
dengan memperhatikan ketenmuan Pasal 110 ayar (3) dan ayar (4),
dengan memberi perunjuk dalam rangka penyempumaan penyidikan
dari penyidil;

memberikan perpanjangan pn:n:lh:man, melabukan  penahanan
atau penahanan lanjutan dan atas mengubah status tahanan setelah
perkaranya dilimpahkan olch penyidik;

membuat surat dakwaan;

melimpahkan perkara ke pengadilan;

menyampaikan pemberitahuan kepada rerdalosa tentang ketennian
hari dan wakmu perkara disidangkan yang disertai surar panggilan,
baik kepada tendakwa maupun kepada saksi, untuk daang pada
sidang vang relah ditentukan;

melakukan penunmitan;

menutup perkara demi kepentingan hukum;

mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan anggung jawab
sehagal penuniut umum menunst ketenman undang-undang ini;

100 melaksanakan penetapan hakim.
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3. Pengadilan sehagai pemeriksa dan pemums perkara

Dhalam Undang-Undang Republik Indonesia Ne. 4 rahun 2004 wentang
kekuasaan kehakiman, yang berisi rumusan materi sehagai berikur : Bab L
kerenmuan, pasal 1, dengan penjelasan bahwa kekuasaan kehakiman bebas
hal-hal schagaimana dischbur dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia mhun 1945, Karena mgas hakim adalah untuk menegakban
hukum dan keadilan  berdasardkan  Pancasila, rl'u.n.pgl puisannya
mencerminkan rasa keadilan rakyar Indonesia,

Kekuasaan kehakiman harus menerima segala campur tangan dari segala
pihak terutama dani segala pihak erutama bidang Flskudf dan bidang
Legisdatif. Hakim harus menjadi penycimbang dar dua pthak yaio pibak
penyelenggara Negara dan pihak rakyar,

Penyelenggaraan kekuasian kehakiman dilakukan dalam Bngloingan
peraditan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, kerentuan yang ada pada
pasal 3 ridak menutup kemungkinan penyelessian perkara dilakukan
diluar peradilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase. Ketentuan
pasal 4 ayar (1) dengan pasal 29 undang-undang Dasar Megara Republik
Indonesia tahun 1945, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan
dengan acara yang efesien dan efekeif dengan biaya perkara yang dapar
terpikul oleh rakoyar,

Pengadilan mengadili menurur hukum dengan ridak membeda-bedakan
orang, membantu dan berussha mengatasi sqpala hambaran unk
dapat rercapainya peradilan vang sederthana, cepar dan biaya ringan.™
Tidak seorang pun dapar dihadapkan di depan pengadilan selain yang
ditentulan oleh undang-undang dan tdak dapat dijaruhi pidana, kecuali
apabila pengadilan karena alar pembuktian yang b menunit undang-
undang, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Atas
perintah rernulis oleh kekuasaan yang sah dalam undang-undang, orang
vang disangha, ditngkap, ditahan, ditunwut, danfasn dihadapkan &

35 Abdussalam dan 0P Seomaud, Stae Permalilan Pidou, lakara ; Restu agung, 207, Rilm.
136
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depan pengadilan wajib dianggap ridak bersalah sebelum ada punssan
pengadilan yang wlah memperoleh kekuatan hukum eap. Rehabilicasi
adalab permulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada
kedudukan semula yang menyanglur kehormatan, nama baik, atau hak-
hak lair. Orang vang ditangkap, ditahan, dinmoue, atau diadili anpa
alazan berdasarkan um:hng-mda.ng berhak menunm ganti ]-n:mg'uan dan
rehabilirasi.

Mahkamag Agung mempunyai kewenangan :

1} Mengadili pada tingkar kasasi verhadap putuwsan yang diberikan pada
tingkat rerakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan vang
berada dibawah Mahkamah Agung;

21 Menguji peraruran perundang-undangan dibawah undang-undang
terhadap undang-undang;

31 Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang,

Kekuasaan  kehakiman bukan  digunakan  unmk memperahankan

kebuasaan yang lebih menckankan kepada kepentingan kekuasaan, bila

kesadaran hukum masyarakar ringgj. maka kinerja hakim scsuai dengan
harapan masyarakar. Hakim yang jujur dan adil dinkur dari ;"

1) Penerapan asas persimaan antara |:|'Lh.1k—piha!1: vang bcrp:imm:

21 Teramin kepastian hukum dalam konsistensi menerapkan hukim
pidana Marerill dan hukum pidana Formal;

3} Adanya alasan yang masuk akal bila adanya penvimpangan dari
hukum pidana serea kebenaran fakra dan hubaum yang direraplean,

Hakim dalam menerapkan hukum bukan saja menggunakan keteramipilan

logika saja tetapi juga ditentukan olch pemimbangan-perimbangan

moral sesuai dengan faka-fakea aru moral sesuai dengan fakrs-fakea atau
peristiwa kongkrit vang dihadapi hakim sebelum menjarubkan hubkuman.

Dhalamn  menjalankan mges dan fungsinga, hakim  wajib - menjaga

kemandirian peradilan mengenal svarar dan ma cara penganghkatan

hakim agung silakukan olch komis Yudsial dan  pemberhentian

35 b, hirm, 248

ar

[hird, hirn, 157

An



hakim juga di arur didalam undang-undang, Dalam rangka menjaga
kehormaran, keluhuran marmbar sera perilaku hakim agung dan
hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial, Panitera , panitera
pengganti, dan juru sita adalah pejabar peradilan yang penganghatan dan
pemberhentiannya serta wigas pokoknya dianur dalam undang-undang,
Pelabsanaan purusan p::r‘:g;;di]un dalm p-::l-::lm ],'rin:l:ln:l dilakukan oleh
jaksa, pengawasan pelaksanaan punsan pengadilan di lakukan oleh ketua
pengadilan yang berangluran, pelaksanaan pumsan pengadilan dalam
perkara perdaa dilakukan oleh paniera dan juru sita dipimpin olch
ketua pengadilan. Dipimpin dalam ketentuan ini mencakup pengawasan
dan @nggung jawab scjak diterimanya permohonan sampai dengan
sclesaimya pelaksanaan purusn. Setiap orang yang tersanghut perkara
berhak ml:mp-r:mH'l bannsan hukum :H.']".’I]I‘I d:ng:u'l asas bahwa SESCOMANRE
selama belum terbukei kesalahannya harus dianggap tidak bersalah, maka
ia harus dibolchkan untuk berhubungan dengan keluarga amu advokat
sejak diungknp danfatau dimhan, yang p-:lahanunn].'a sesLEl dn:n.g.m
kesenmuan hukum acara pidana. Advolar wajib membanm penyelesaian
perkara dengan menjunjung tinggd hukum dan keadilan.

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 8 mhun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-undang No. 2 ahin 1986 womang Peradilan
Ui, yvang berisi materi sebagal berikur : peradilan umum yvang berlaku
bagi pencari keadilan pada umumya mengenai perkara perdara dan pidana,
pelakar kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus
bagi golongan rabyar erent yalm peradilan agama, peradilan miliver,
dan peradilan @z usaha Negara, Keloasaan kehakiman di lingkungan
Peradilan Umum dilaiksinakan oleh : (a). Pengadilan negeri; (b). Pengadilan
Tinggi. Berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara
tempar kedudukan pengadilan negeri berada di ibukota kabuparen/
kota. Pembinaan reknis peraditan, organisasi, adminiserasi, dan financial
pengadilan dilakukan oleh Mahkansah Agung, ridak boleh mengurang
kebetasan hakim dalam memeriksa dan memunis perkara. Pengadilan
Tinggi yang merupakan Pengadilan ringkat Perrama dan  Pengadilan
Tinggi vang merupakn Pengadilan Tingkar Banding,
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B. Asas Equality Before The Law

Eguality before the lanu atau Persamaan dihadapan hukum adalah salah
saru asas rerpenting dalam hukum modem. Asas ini menjadi salah saru sendi
dokerin rube of laiw yang juga menyebar pada berkembang seperti Indonesia.
Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial
lewat Burgelijke Wethock (KUHPerdara) dan Wetbock van Koophandel voor
Indonesic (KUHDagang) pada ranggal 30 April 1847 melalui Schl 1847 No.
23, api pa.u:l.:t masa i asas ind ddak sepenuhnya d.impk.-m. karena adanya
politik plurdisme hukum vang memberi mang berbeda bagi hukum Islam
dan hukum adar disamping hukum kolongal. ™

Asas Fyguality before the ke merupakan asas dimana terdapar kesctaraan
didalam hukum jw bisa dijadikan sebagai sandar unk mengihrmasd
kelompok-kedbompok marginal juga kelompok minoritas. Namun karena
ketimpangan sumberdaya, baik kebuwassan, modal mavpun  informas,
asas tersebur sering didominasd oleh kedlompok penguasa, pemodal sehagai
pelindung atau mameng atas aser dan keluasannya ™

Eqguslity before the fanr harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan
secara statis, Artinya, kala ada persamaan dihadapan hukum bagi semua orang,
maka harus diimbangi juga dengan persamaan pedalusn (equal meatmens)
hagi semua orang, Jika ada dua orang bersengketa darang ke pengadilan dan
telah berhadapan dengaan majelis hakim, maka mereka harus diperlakukan
sama oleh majelis hakim versebur (andi er alienem pareem). "

Scungguhmya asas Equality before she law bergerak dalam payung
hukum yang berlaky umum {general) dan munggal. Keunggalan hukum i
menjadi satu wajah wuh diantara dimensi sosial lain. Dialam hal in persamaan
dihadapan hukum, seolsh-olah memberi gambaran didalamnya bahwa secara
sosial dan ekonomi orang boleh odak mendapatkan peramaan. Perbedaan
p:dalmm'pumnmn"mmnuﬂn}ahhukumwﬂanhmﬁaldznwﬂay:h
38 Akhmad Knoll Irfan, mmmnmmm The Law, hitp)fwvew,

LTt - i 1lli diakses  pada

mmli?!ﬁm Fatitd
¥ i
a1 i
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ekonomi, Iulah sesunggubnya vang menjadi asas peraimaan dibadapan
hukum secara nyara, tanpa harus membedakan strag,”

Asas Eguality Before The Law (Persamaan di muka hukum) secara
konstiusi diavar dalam Pasal 27 ayar 1 UUD 1945 yang berbunyi “Semua
warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,
dan wajib menjunjung hukum dan pemerinmhan itu dengan tidak ada
kecualinya”. Ketenman ini juga terdapar dalam Pasal 28D ayam (1) UUD
Fu45 htrhun}ri, "Su:i.:xp manghu‘h:llt atas [h:'l‘.lgl]-l:l.l.‘.l.l‘.l jaminan, p:rlmdl.mp.n
dan kepastian hukum yang adil serm perakoan yang sama di hadapan hukum
", Keennan ini dapar dipandang schagai salah samu pengejawanmhan dar
jaminan non diskriminasi schagaimana dianur dalam Pasal 281 ayar (2) UUD
[945 : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifar diskriminanf
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan pedindungan terhadap perlabiuan
vang berifar diskriminatif ",

Ketentuan yang sama juga dapat dilihar di dalam Konstines Republik
Indonesia Serikar (KRIS) 1949 maupun i dalam Undang-Undang Dasar
Sementara (UUDS) 1950, melalui ketennean Pasal 7 dapar dibaca bahwa :

a.  Setiap orang diakui sehagai manusia pribadi terhadap Undang-undang

h. &gﬂq orang berhak mienunme pu:rl.l]mn.n Vang sama dan p:rhndu.ng:m
vang sama oleh Undang-undang,

Pengamuran rentang asas squality before the bnw juga rerdapar di dalam
beberapa undang-undanga, yairu :

l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
{Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atan KUHATD).
RKetentuan ini terdapar di dalam konsideran menimbang  hurut 2 vang
berbunyi "Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 vang menjunjung
tinggi  hak asasi manusia sema yang menjamin sepala warganegar
beramaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerinuabin dan wajib
menjunjing hukum dan pemerintahan i dengan rdak ada kecualing”.
Begitu juga di dalam Penjelasan Umum burir 3 huruf a juga dinyarakan

41 b
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bahwa “Adapun asas tersebur antira lain adalah : Perdakuan yang sama atas

diri seriap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan

pertakuan’.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 entang Pemasyaribatan.

Ketenmuan ini terdapar dalam Pasal 5 hurut b yang berbunyi “Sistem

perbabuan dan pelayanan”. Dalam Penjelasan pasal dikamkan bahwa

vang dimaksud dengan “persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah
pemberian perakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan

Pemasyarakatan anpa membeda-bedakan orang,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Ketentuan asas ini erdapar dalam:

a. Pasal 3 ayar (2) yang berbunyi “Seriap orang berhak aras pengakuan,
jaminan, Frcrllrbdungp.m dan p:rla]uun hukum yang, adil serma
mendapar kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan
huhum”,

b. Pasal {5) myar | vang berbunyi "Sedap orang diakui schagai manusia
pribadi yang berhak menuniut dan memperoleh perlakuan serm
perdindungan yang sama sesual dengan martabar kemanusiaannya di
depan hukum”,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 rentang Kekuasaan Kehakiman

Ketentuan ini diamur dalam Pasal 4 ayar (1) yang berbunyi "Pengadilan

mengadili menurur hukum dengan tidak membeda-bedakan orng™.

Di dalam instrumen internarional asas aguality before the L ini juga

diarur, seperi di dalam:

Universal Dieclarution af Human Rights (UDHR) 1948,

Ketentuan ini diatur di dalam Artide 6 yang berbunyi * Everpore har the
Fipht o recogrTcon everydiere as @ pevron before the e " Setiap orang berhak
untuk diakul sehagal pribadi di hadagan hukum). Begia di dalam Pasal 7
vang menyatakan antara lain : W are equaal before the ko anad are ariitled
wAthons any discriminarion o equal protection of the law. .. ", (Semua orang
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sama di depan hulum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama
tanpa diskriminasi )
2. International Coversnt on Civil ane Political Righes 1966

Ketenmuan asas persamaan di muka hukum dianur di dalam Amidle 16
vang berbunyi "Fierpome shall lave the right to recogmition everypubere s a
person before the bane ™| Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di
hadapan hukum). Demikian puls dalam Article 26 antara lain dinyatakan
: Al person are equal before the kaw. .. " (Semua orang berkeduduban sama
di hadapan hukum).

Berdasarkan wrafan di atas, mmpak jeles ases yvang undamental ini
bersumber dan berakar dari HAM yang bersifar universal serta mendapat
pengatran yang dikedifkasi di dalam  perundang-undangan  nasional
maispun dokumen inemasional. Dengan demikian, dapar disimpulkan
bahwa pengaturan suar asas, ssual dengan prinsip Negara hukum yang
demokeraris, muthak diperlukan.” Hal ini sealan dengan ketentuan Pasal 281
ayar (5) UL 1945 yang menyarakan “Untuk menegaldian dan melindungi
hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokrais,
maka pelaksanaan hak asisi dijamin, dianis, dan ditangkan dalam peraturan
perundang-undangan’.

Eguality before the Low menjadi jaminan untuk mencapai keadilan
(hubkum). anpa ketiadaan pihak yang bisa kepas kerika werlibar dalam proses
penegakan hukum. Jaminan pedindungan hukum temicac dalam prinsip
equality before the law, yaitu jaminan tidak hanya mendapadan perdakuan
vang suma etapi fuga akan membawa konsckuensi logis bahwa hukum ddak
akan memberikan keistimewaan kepada subjek hukum kin, Karena kalaw
terjadi demikian maka skan melanggar prinsip aqualiy before the Lone dan akan
mendorong terjadinya diskriminasi di depan hukum,

Pancasila sebagai saatfundamentalnorm (nomma disar) yang menjadi
ruh bagi kehidupan Indonesia pada sila ke dua menyebutkan kemanusiaan
vang adil dan berudab, Secara gramatikal abiran wrhadap bunyi sila ke
dua pancasila mensyaratkan  suatu sistem yang menciprakan keadilan dan

42 Mt Aukrmind, Ferfindlmgon HAM meimis Asos produgpa hiokak bersokal g @505 persaimaan
kpdvdukan dalam shem permdiion pidang oY indanesiz. Bandung: FT, Aluminl, 2007, him 58
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keberadaban manusia Indonesia. Salah sanu sistem i adalab pidana, di mana
kemudian dalam peradilan pidana ini nilai-nilai keadilan bagj segenap wargs
Megara dikonkretkan, Tetapi sebelum jauh membahas peradilan pidana, asas
kesamaan di hadapan hukum juga rerkandung dalam Undang-Undang Diasar
sehagai grundeezens dirumuskan dalam pasal 280 ayar (1) UUD 1945 dan
pasal 5 ayar (1) UL No, 48 mhun 2009 merupakan asas yang besifar universal,
Hal rersebur menunjubdan hahwa konstiusi kica yang merupakan dasar dan
consensus semua elemen bangsa mengehendaki adanya persamaan di muka
hukum anpa wrkecuali, Schingga asas i harus dijaga demi kedaulazan
hukum dan sistemn peradilan pidana khususnya,

Seperti yang disinggung schelumnya bahwa asas equality before the
fne terjawantahkan dalam sistem peradilan pidana. Teapi fkm har ini
menunjukkan banyaknya permasalahan hukum yang mulal menggemeoti
asas-asas tersebut, sehingga proses penegakan hukum pun mulai berjalan ddak
efektif. Adanya pembedian perlakuan oleh pengadilan (Hakim) rerhadap
bentuk penahanan bagi terdakowa menjaci bubit asas equality  before the baw
tak lagl menjadi pengawal sistem peradilian pidana unnik menegakkan bukum
substantif,*

Salah satu asas hukum i dalam hukum acam pidana sehagaiaman
discbutkan di dalam Penjelasan Umum budr 3 huruf a KUHAD adalah
exuality before the law (persamaan di muka hukum). Asas yang menempkan
bahwa sexiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, ridak ada pilih
kasih semuanya mendapar perlikuan dan hak vang sama. Dengan asas ini
sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesomaan sehingga siapapun
dan bagaimanapun  kondisi setiap subyek hukum yang menghendali
pelavanan dalam penvelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama
dengan perlakuan yang sama pula, harnus menghindar diskriminacif dengan
tidak mendahulukan dan mengutamakan yang beruang atau yang berkuas
sementara mengabaikan atay meninggalkan vang ridak aau kurang mampu.

Keberadaan asas squality before the law ini scjalan dengan kedudukan
Indoncsia schagai negara hukum schagaimana dikatakan di dalam Pasal 1 ayar
13) ULID) 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hubkum.

43 Yesmil Arrear, Sidem Meradiion Pidans, Bandung: Wiha padiajaran, 2009, him 113
4 Ibigd
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Megara Hukum sebagai sebuah pemikiran yang sebagai reaksi dari adanya
konsep negara polis (polizei staar), Polieci staarberart negara menyelenggarakan
keamanan dan ketertiban serra memenuhi sdduruh kebundhan masyarakamya.
Tetapi konsep negara ini lebih banyak diselenggarakan oleh penguasa,

Seperti vang dikatakan oleh Robero Von Mohl “schagai polisi yang
haik melaksanakan fungsimya berdasarkan hulum s memperharikan
masyarakar. Teapi yang banyak ialah polisi vang ridak baik, yang berrindak
SCWETIANG-Werkang '[ﬂ'l'IJ.EI.;L!.'I- I.':I]-I.'}':II vang, memanfadan  kdbuasaan demi
kepentingan sendin atan kelompoknya, Imanud Kane dalam karyanya vang
berjudul “Meshapysiche  Anglangsrunde”. “schagai dikemukakan babwa
pihak yang bereaksi terhadap negam Poled falah “orang-orang kaya dan
cendildawan”. Orang kaya (borjuis) dan cendikiawan ini menginginkan agar
hak-hak kebebasan pribadi tidak diganggu, vang mercka inginkan talah mercka
hanya ingin kebebasan mengunus kepentingannya sendin. Konksimya lalah
agar permasalahan perckonomian menjadi unisan mereka dan negara rdak
ikut campur dalam penyelensgraraan wrscbui™.” MNegara  dalam konicks ini
hanyva menjaga ketertiban dan keamanan, karena konsep ini biasanya discbut
:il:n.gln negan haikum penjaga malam (Meohr wachter Stan, Dan dikenal
konsep negara hukum yang ditswarkan oleh Kant talah negara hukom liberal.

Frederich Julius Stahl, datam karya ilmiah yang berjudul “plilasapie des
i, sama halnya dengan Kant, hanya memperlibarkan unsur formalnya
saja dan mengabaikan unsur materialnya. Karena itu konsep negara ini
dinamakan konsep negara formal, Stahl berusaha menvempurnakan negara
hukum liberal milik Kant, Dengan pengarub paham liberal dan J]. Roussean,
Stahl menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur sehagai berilour:*
I. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;

2. Unmuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penydenggaran negara
3. Dalam melaksanakan tugasnya, pemenintah dibarasi oleh undang-undang
{wetmating bestuur); dan

45  Bertrard fussed, Sewarof Flsspfn Sonof Yogyakarta: Pustaka Pelagas J000, bim. 508,
&5 Abdul Axiz Hakim, Negana Holaer don Demoknost of indonesia, fogyakana; Pustaia Pelaarn,
201L, him, 16
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4. Apabila dalam melaksanakan wgas pemerintah masih melanggar hak
asasi, maka ada pengadilan adminisrasi vang mengadilinya.

Konsep  Stahl ini dapar diambil kesimpulan bahwa negara hukum
bermujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan membarasi kekuasaan
terhadapnya. Savangnya konsep ini hanya mendahuluban aspek formalnya
weepi dalam penydenggaran ekonomi, kemakmuran dan kescjahieraan
rnll;y:: nrmhtn]u:annpumnbummgﬂmhd:nﬁufupngkmtduhh
vang dapar memenangkan keuntungan vang sehesar-besarnya bagi dirinya
sendir tanpa mementingkan kepentingan masyarakat.*’

Jika dapas diseburkan asas equality before the Lae ini merupakan salah s
manifestasi dari Negara hukum (rechistaat) sehingga harus adanya perdaluan
slima |:n|51 setiap ::mngdi dep.m hukewm I:grf!,n{'rﬁmf v fedder poar de wed).®
Dlengan demikian, demen yang melekar mengandung makna perlindungan
sama di depan hubum dan mendapatkan keadilan vang sama di depan hukum.
Menurut AV Diesy, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok -~

I Swgrermacy Of Lae
Dhalam suam Negam hukum, maka kedudukan hukum  merupakan
posisi rertinggi, kekuasaan harus unduk pada hukum bukan sehaliknya
hukum mnduk pada kekuoasaan, bifa hukum munduk pada kebuasaan,
maka kekuasaan dapar membatalkan hukum, dengan kam lin hukum
dijadikan alar untuk membenarkan kekuasian. Hukum hars menjadi
“tujusan” unruk melindungi kepentingan rakyar

2. Eguality Before The Law
Dalam MNegara hukum kedudukan  penguasa dengan rakyar dimara
hukum adalah sama (sederajar), yang membedakan hanyalah fungsinya,
vakni pemerintah berfungsi mengamur dan makyar vang diatur. Baik
vang mengaar maupun vang distur pedomannya s, yaitu undang-
undang, Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai

it

Lifik Mubyadi, Hwkwm Acora Pigdena, Jakarta: Citra Aditya Bakei, 2007, im, 20,
Bahlan Thalh, Eedouimon Teot Mogorn Hen dan Sostinusl, Yogyakarta, LUbermyg 1995,
i, 24
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kekuasaan akan merasa kebal hulum. Pada prinsipnya eguality before the
dner adlalah vidak ada vempar bagi backing yang salah, melainkan undang-
undang merupakan backing rerhadap vang benar,

3. Human Right

Human righss, maliputi 3 hal pokok, yaim :

a.  Therights to prriomal freedon ( kemerdekaan pribadi), vaitu hak uneuk
melakukan sesuatu yang dianggan baik bagi dirinya, ranpa merugikan
orang kin.

b, The rights o freedom of discrasion | kemerdekaan berdiskusi), vaiu hak
untuk mengemukakan pendapar dan mengkritik, dengan ketentuan
vang beraanghkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan
bersedia menerima kritikan omng lain,

c. The rightt to public meeting ( kemerdckaan mengadakan rapar),
kebebasan ini harus dibarasi jangan sampai menimbulkan kebacauan
AL MEMprovedas.

Sedanghkan menurue Jimly Asshiddigie ada dua bdas prinsip pokok
MNegara Hukum yang berlaku di zaman sekarang ini. Prinsip pokok i
merupakan pilar umma yang menyangga berdin regaknya suan negara,
schingga dapar dischur schaggai Negara Hukum dalam arti yang sebemarmya.
8 samping i, jika konsep Negam Hokum i dikaitkan pula dengan paham
negara vang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sepertl Indonesia, maka kedua
bedas prinsip tersebut patut pula ditambah satu prinsdp lagl, vaine: Prinsp
Berke-Tuhanan Yang Maha Esa sehagai prinsip ketign belas gagasan Negara
Hukum modem. Adapun prinisp-prinsip tersebur adalah -

I Supremasi Hukum (Suprennacy of Law),

Adanya pengakuan normatif dan empirk akan prinsip supremasi

huboum, yain babwa semiua masalah diselesaikan dengan hukum sehagai

pedoman reringg. Dalam perspekif supremasi hukum (supremacy of

Lo}, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesunggubinya,

bukanlah manusia, wwapi konstitsi yang mencerminkan hukum yang

_—seriingpi, Pengakuan normarive ams supremasi hukum rercermin dalam
50 Jemly Asshiddmss, Prinsip Megom Holom, oo limibycomypemikinn e 11
riakmelr pada tanggal 17 Jull 2018
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perumusan hukum danfacau konstionsi, sedangkan pengakuan empirik
tercermin dalam perilaku sebagian rerbesar masyarakamya bahwa hukum
ity memang, ‘sipresse . Bahkan, dalam republik yvang menganur sistem
presidential yang bersifar mumi, konstinusi irulah yang sebenarnya lebih
tepar untuk dischur schagai epals remens’ T sehabnya, dalam sistem
Pn:nmrinnh:.n pr:s.idnuriaL ridak dikenal Fl:mbm;l;un aniara Iccpal.'i Ncg:lm
dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerineahan pardementer.
Persamaan dalam Hubkum { Equaalicy before the Law),

Adinva persamaan  keduduban setiap omang dalam  hukum  dan
pemeringhan, yang diakul secara normative dan dilaksanakan secara
empirik. Dalam mngka prinsip persamaan ini, segala sikap dan dndakan
diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasdnya diakui sebuagai
stkap dan tndakan yang terdarang, kecuali dndskan-ondakan yang
bersifar khusus dan sementara vang dinamakan “affiremaiee aciions’
guna mendorong dan mempercepat kelompok  masyarakar  vertentu
atau kelompok warga masvarakar tenentu untuk mengefar kemajuan
schingga mencapai rngkar perkembangan yang sama dan serara
dengan kddompok masyarakar kebanyakan vang sudah jauh lebib maju.
Kelompok masyarakat terventa yang dapat diberikan perdakuan khusus
melalui affirmurive acoions’ vang tidak rermasuk pengertian diskriminasi
iu misalnya adalah kelompok masyarakar suku rerasing atau kelompok
masyarakat hikum adar wernentu yang kondisinga werbelakang, Sedunghan
kedompok warga masyarakar vertentu vang dapart diberi perlakuan khusus
vang bulan bersifar diskriminarif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun
anak-anak terlantar.

- Asas Legalitas (D Provew of Law).

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan bedakunya asas legalitas
dalam segala bentuknya (dhe procer of ), yaiu segala dndakan
pemerintahan harus didasarkan atas peranuran perundang-undangan yang
sth dan tertulis. Peraturan perundang-undangan rertulis harus ada dan
berlaku lebih dudu atan mendabidut dndakan atau perbuacan administrasi
vang dilakukan. Dengan demildan, setiap perbuatan atau dndakan
administrasi harus didasadkan aras atuman atan rds and procedures’
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{regeti). Primsip normagif demikian nampakoya sangar kaku dan dapa
menyebablan birokrasi menjadi lamban, Karena ing, untek menjamin
nuang gerak para pejabar administras negara dalam menjalankan nugasnya,
maka sehagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip ‘frifermenen’ vang
memungkinkan para pejabar administrasi negara mengembangkan dan
mr:rb:mplmn sendiri '&fﬁi—!r_gﬂ& aray 'lr:o!ﬁ_'p nd'ﬁumlg berlaky intermal
secara bebas dan mandini dalam rangka menjalankan s jabatan yang
dibebankan oleh peraruran yang sah.

. Pembatasan Kelomsaan.

Adanya pembarasankekuasaan Megaradanorgan-organ Negaradengancara
menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan
kekuassan secara hormeontal, Sesual dengan hukum dan kekuasaan, setiap
kekumssan pasti memiliki kecenderungan uniuk berkembang menjadi
sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lond Acton: " Porer femds
b corrrpd, and abselute power corupts alsolutely”. Karena i, keluasian
selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam
cabang-cabang yang bersifar checks and baloneer” dalam keduduban vang
sedenajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan s sama lain.
Pembatasan kebuasan juga dilakukan dengan membagi-bagl kelosasaan
i ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical, Dengan
demikian, kekuasaan ddak rersentralisasi dan rerkonsentrasi dalam sanu
ofgan atiu san angan yang memungkinkan renadinya kesewenang-
WeTERgZAD.,

- f}rg;maﬂlg:m Elmﬂ-:m'rt_’l':ng Bersifar lmﬁ:pmu:l-m.

Dalam rangka pembarsan kekuassan rerscbur, ddak bigi cukup bahwa
kebvasaan Pemerintah dipisab dan dibagi-bagikan ke dalam beberapa
organ seperti selama ini. Untuk meningkadan kimlias demokrasi dan
demokratisast, erutama scjak akhir abad ke 20, kebuassan pemenntahan
juga semakin dikurangi dengan dibeniuknya berbagai  indepenaent
body' seperti Komisi Nasional Hak Asesi Manusia (KOMNASHAM),
Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan bahkan lembaga rradisional
vang schelumnya melekat schagai bagian mk wrpisablkan dad fungsi
chsekutif, juga dikembangkan menjadi independent sepern Bank
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Central, Orrganisasi Tentara, Kepolisian, dan bahkan di beberapa Negara
juga Kejaksaan dibuar independent, schingga dalam menjalankan rugas
utamanya tidak dipengaruhi oleh kepentingan poliik mencka vang
menduduki jabatan politk di pemerinahan. Hampir semua negara
demokrasi, gejala perrumbuhan badan-badan independen semacam i
merupakan sesuary yang dipercaya. Di Amerika Serikar sendiri, lebih
dari 30-an badan semacam ini dikembanghkan selama abad ke 20, dan
biasa discbur sehagai “independent auxiliary stare organs’ (lembaga-
lembaga negara yang independent dan bersifar penunjang). Beberapa di
antaranya diberi kewenangan regulatoris schingga biasa dischur sehagai
self regulatory body’. Di Indonssia, dapar dischur beberapa di anraranya,
misalnya Komisi Penyiaman Indonesia (KPI), Komisi Pemberanasan
Tindak Pidana K.l:m.lpﬂ {(KFTPE)}, dan ﬂ:l'ngaiin}':l.

Peradilan Bebas dan Tidak Memihak.

Adinya peradilan yang bebas dan ddak memihak (imdependent amed
srnparrtial frdiciary). Peradilan bebas dan ddak memihak ini mutlak harus
ada dalam seviap Negara Hukum, Dalam menjatankan mugas judisialnya,
hakim tidak boleh dipengarubi oleh siapapun juga, batk kasena kepentingan
jabatan (politik) maupun kepentngin uang (ekonomi). Untuk menjamin
keadilin dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke
dalam proses pengambilan punssan keadilan oleh hakim, baik intervensi
dari linghungan kekuasaan ehsekuril maupun legisdative ataupun dari
kalangan masyarakat dan media massa, Dalam menjalankan mugasnya,
hakim tidak bolch memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada
kebenaran dan keadilan, Namun demikian, dakum menjalankan ngasnya,
proses pemeriksan perkara oleh hakim juga harus bersifar rerbuka, dan
dalam menentukan penibiian dan menjarubkan punesan, hakim harus
menghayari nilai-nilai keadilan vang hidup di tengah-tengah masyarakar.
Hakim ridak hanya berrindak schagai ‘mulur’ undang-undang arau
peraturan perundang-undangan, melainkan juga ‘mulut’ keadilan yang
menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakar.
. Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun peradilan tata waha negara juga menyangkur prinsdp peradilan
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bebas dan ridak memihak, weapi penyebuannya secara khusus sehagai
pilar utama Negara Hukum rerap perdu dinegaskan ersendiri, Dalam
setiap Megara Hukum, harus rerbuka kesemparan bagi dap-tiap warga
negara untuk menggugat keputusan pejabar administeasi Negara dan
dijalankannya purusan hakim taca wsaha negara (aadminimnative conrt) oleh
ptj:]:nl; adminisrras nigar. !'-'k,'ng;lrl.i]an Tara Usaha Nn:.ga:a ini penring
dischue tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara
tidak didzalimi oleh kepunusan-kepurusan para pejabar adminiserasi
negar sehagai pihak yang berkuasa, Jika hal it rerjadi, maka harus ada
pengadilan yang menvelesaikan ruentutan keadilan i bagi warga Negara,
dan hars ada faminan bahwa punesan hakim aa usaha Negara in benar-
benar djalankan oleh para pejabar tam usaha Negara vang, bersangkuran.
Sudah tenmu, keberzdaan hakim p:ran:lilan tara usaha negana im sendini
harus pula dijamin bebas dan ddak memihak sesuai prinsip “indepenaent
ard impartial fucdiciary tersebut di aras.

. Peradilan Tara Negara ( Corectitntionad Courr),

4 samping adanya Pengadilan Administrasi Negara atau Pengadilan Tara
Ukaha Megara (srroaltungperichs), di linghungan negare-negara vang
menganut tradisi ‘ool b sefak hun 1920, juga berkembang adanya
Pengadilan Tara Negara (verfannmgspericly). Jika pengadilan mta usaha
negara dapar disebur sebagai fenomiena abad ke-19 dan karena i dianggap
sehagai salah satu cri penting konsep eebeosun ' abad ke-19, maka dengan
berkembangnya pengadilan tata negara pada abad ke-20, adalah wajar pula
jika keberadaannya organ baru ini, baik keberadaan kelembagaannya vang
berdiri sendiri atupun seridaknya darni segi fungsinya schagai pengawal
konstitusi schagaimana yang dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Agung
Amerika Serikar, juga sehagai ciri konsep negara hulum modem, Jika
stary negara mengklaim menganur paham Negara Hukom, retapi tidak
terseddia mickanisme uniuk r:mgnm:m] konstmusionalitas pﬂnhuﬂnn
undang-undang ataupun konstimsionalitas penyelenggaraan demokras,
maka negara vang bersanghutan ddak sempuma unmuk discbur schagai
MNegara Hubum vang demokrats (democnaiiche rachtstaad) ataupun
negara demokrasi yang berdasar aras hukum (censinonal democnacy).
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9.

Perindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstinusional rerhadap hak asasi manusia dengan
jaminan hukum bagi mnmen penegabannya melalui proses yang adil.
Perlindungan rerhadap hak asasi manusia werschur dimasyarakatkan secara
luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan
terhadap hak-hak asid manusia schagai ciri yang penting s Negara
Hukum yang demokraris. Sertap manusia sejak kelahirannya menyandang
hak-hak dan kewajiban-kewajiban  yang bemifar bebas dan asasi.
Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kebuasaan
suatu MNegam tidak boleh mengumng ard atan makna kdbebasan dan
hak-hak asasi kemanuesiaan itw, Barena i, :n:l:ln",':l p:r]:'m:lu.ng:.n dan
pengharmatan rerhadap hak-hak asasi manusia it merapakan pilar vang
sangat penting dalam setiap Negara yang dischut schagai Negara Hukum.
Jika dalam suamu Negara, hak asasi manusia rerabatkan sty dilanggar
dengan sengaja dan penderitaan vang dimbulkannya ddak dapar diatasi
secara adil, maka Negara yang bersanghostan tdak dapar dischut schagai
MNegara Hukum dalam ard yang sesun Vil

. Bersifar Demokratis { Demmocmsische Rechto).

Dhalam setiap Negara Hubum, dianur dan diprabuekban adanya prinsip
demokrasi atau kedaulamn rkyar yvang menjamin peran serta masyarakat
dalam setiap proses pengambilan kepurusan kenegaraan, Dengan adanya
peran serta masyarakar dalam proses pengambilan kepurnusan versebr,
SCTIAp peraruran perundang-undangan yang dim:lp]{:.n dan ditcgakkan
r.;l:q:m diharaplr.:m benar-benar mencerminkan perasaan keadilan vang
hidup di rengah masyarakar. Hubum dan peraruran perundang-undangan
vang berlak, ridak bolch diterapkan dan diterapkan sccara sepihak oleh
dan/atau hanya untuk kepentngan penguasa secara berentangan dengan
prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang dak dimaksudkan
unmuk hanya menjamin kepentingan segelindr orang yang berkuasa,
melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang anpa
kecuali. Artinya, negara hukum (rebostaar) vang dikembanghan bukanlah
atsolute rechistaat, melainkan 'demsacratisohe reclrestaat'atu negara hukum
vang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap Negara Huboum
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vang bersifar nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, schagaimana
di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggarannya
berdasar aras hukum,

. Berfungsi schagai Sarana Mewujudkan Tujuan Kesejahreraan (Welfare

Rechesstaar),

Hukum adalah sarana untuk mencapai mjuan yang disdealkan bersama.
Ciea-cita hukum it sendin, batk yang dilembagaban melalui gagasan
negara demokrasi (demoong) maupun yang divwujudkan mdali
gagasan negara hukum (memomy) dimabsuedkan untk meningkatkan
kesepahrersan umum. Bahkan sehagaimana cita-cita nasional Indonesia
yang dirumuskan dalam Pembukaan UL 1945, mijuan bangsa [ndonesta
bernegara adalah dalam mngka melindung segenap bangsa Indonesia
dan seluruh l'LL'ITlP.'i]'L darah Indonesia, memajukan kessjahteraan umum,
dunia berdasarkan kemerdekain, perdamaian abadi dan keadilan social.
MNegara Hukum berfungsi sebagal sarana untuk  mewujudkan  dan
mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan demikian,
pembangunan negara Indonesia tidak akan rerebak menjadi sekedar ol
driven, melainkan wetap migion driven, wtapl 'megion driven’ yang tetap
didasarkan atas aruran,

12, Transparansi dan Kontrol Sosial.

Adanya transparans dan konorol sosial yang werbuka rerhadap setiap proses
pembuatan dan penegakan hubum, schingga kelemahan dan kekurangan
vang terdapar dalam mekanisme kelembagaan resmi dapar dilengkapi
sccarn komplementer oleh peran sera masyarakar sccam langung
{partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.
Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan mkyat
melalui parlemen ddak pernah dapar diandalkan schagai sam-satunya
saluran aspirasi I:LI-I.'";’E.L Karena irulah, prinsip ‘neprenentation i feles
dibedakan dari “rpresentation fn presence, karena perwakilan hsik saja
bdum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atu aspirast,. Demikian
pula dalam penegakan hukum vang dijalankan oleh aparatur kepolisian,
kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan,
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semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapar bekerja dengan efekaif,
eftsien serra menjamin keadilan dan kebenaran,
13, Berke-Tuhanan Yang Maha Esa

Megara modern biasanya mengaitkan difi dengan paham sekularisme
vang memisahkan di dan vrusan-unesan keagamaan dan keruhanan
sama sckali. Megar mosdern I'I'!l.']'LEllEI.I (clasm) mampu |:u:ndleap netral
dalam unsan-urusan agama dan keagamaan, Karena i, dimensi-
dimensi ketuhanan laimnya berada di luar jangkavan kajian kenegaraan.
Alan terapi, Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum vang berke-
Tuhanan Yang Maha Esa. Karena setiap produk hukum Indonesa di
samping harus dibuar dan ditcrapkan secar demokrans sera ditegakkan
tanpa melanggrar hak-hak asasl mamusia, jugs mempersyaratkan adanya
persesuatannya dengan ataupun terbebas dan kemungkinan bertentangan
dengan norma-norma agima yang divakini oleh para subjek warganegara
Indonesta. Hukum Indonesia juga tdak boleh ditegaklan  dengan
semena-mena dengan tnpa mempertimbanghan nilal-nilal keadilan vang
hidup dalam koneeks kehidupan umar beragama dalam negara Republik
Indonesta vang berdasarkan Pancasila,

Asas cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan asas vang ridak kalah
pentingnya dengan asas-asas lain yang rerdapat dalam Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 wnmng Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayar (4) UL No. 48
Tahun 2009 rntn}'nu]un bahwa “Peradilan dilabukan d:ng:l.n sederhana,
cepat, dan biaya ringan”. DA dalam Pasal 4 ayar (2) UL No. 48 Tahun 2009
juga mensyeratkan adanya asss i, yaitu “Pengadilain membaniu pencan
keadilan dan berusaha mengatast segala hambatan dan nnangan unuk dapat
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Penjelasan
pasitl tersebut menyatakan babwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah
pemeriksian dan penyeleaan perkana dilakukan dengan cam eaien dan
efekif, Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat
difangkau oleh masyarakar. Namun demikian, asas sederhana, cepan, dan
biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan ddak
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mengesampingkan keelitian dan kecermaran dalam mencari kebenaran dan
keadilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 rentang Hukum Acara Pidana
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjumya discbur
KUHAT) sehagai salah saru dasar hukum yang digunakan oleh penegak
hukum haik dalam proses penyidikan, penunmuan maupun pengadilan, juga
mencantumbkan asas peradialan sederhana, cepar dan biaya ringan. ketentuan
i n:n:l:q:n: di dalam Fmil:lns.-l.n Umum poin 3 huruf vang bn'hﬂmw
“Peradilan yang harus dilakukan dengan cepar, sederhana dan biaya ringan
seria bebas, jujur dan odak memihak harus dierapkan secarn konsckuen
dalam selurnuh :'Lnghl: ]:h:r:-:|i|.1n". D dalam Pasal 50 KUHAP secara cersirat
juga menganut asas ini yang berbunyi:

(1} '[::Exan'l.gl-ia berhalk SCRET m::ruial:nt pﬂ'n:n'lcnm oleh pﬂ'qnl.]ﬂi dan
selanjutnya dapar diajukan kepada penuntut umum.

(2) Tersanghka berhak perkaranyva segera dimajukan ke pengadilan oleh
PENUTEE LTI,

(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
I dalam Penjelasan pasal tersebur dikarakan bahwa :
Dhberikannya hak kepada tersangka aran rerdakwa dalam pasal ini
adalah unmk menjauhkan kemungkinan redkang-katungnya nasib
seorang vang disangka mdakukan dndak pidana, terutama mereka vang
dikenakan penahanan, jangan samipai lima tidak mendapat pemerikeaan,
schingga dirasakan tdak adanva kepastian hukum, adanya perdakuan
sewenang-wenang dan dak wajar. Selain i juga uniuk mewujudkan
peradilan vang dilikukan dengan sederhana, cepat dan blaya dngan,

Selanjurnya dapar juga dilihar di dalam Pasal 56 ayar (1) KUHAP yang
berbunyi
“Dalam hal tersangka arau rerdakwa disangka atau didakwa melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana man afmu ancaman pidana
lima belas ahun arau lebih atan bagl mercdka yang tdak mampu yang
diancam dengan pidana lima mhun atau kebih vang ddak mempunyai
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penasihat hulum sendiri, pejabar yang bersanghutan pada semua tingla
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihar hukum
bagi mercka”,

Penjelasan pasalnya menyamkan babwa :

Menyadar asas peradilan vang wajib dildksanakan secara sederhana,
cepat dan dengan biaya ringan serta dengan perdmbangan bahwa mereka
vang diancam dengan pidana kurang dard lma wabun tddak dikenakan
penahanan kecuali tindak pidana rersebur dalam pasal 21 ayae (dhurut
b, maka unnik i bagl mereka yvang diancam dengan pidana lima whun
atau lebih, terapi kurang dari lima belas whun, penunjukan penasiha
hukumnya disesisaikan dengan perkembangan dan keadaan wersedianya
tenaga perasibar hukum di tempat i

Menurur Sudikno Mermolusumo pengertian asas sederhana, cepar, dan

biaya ringan, yain:"

Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbedit-
bit, dan cukup ane stap service {penyelesaian sengheta cukup discdesaikan
melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalicas-
formalitas yang diwajibkan amu diperukan dalam berscara di muka
pengadilan, semakin baik. Teralu banvak formalises yang sukar difabhami,
schingggra memungkinkan dmbulnya  berbagad  penafdran,  kurang
menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau
kevalouran unnik bericara di muka pengadilan.

Kata cepar menunjuk kepada jalannya peradilan, rerlalu banyak tormalitas
merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dilam hal ini bulan hanya
jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka persidangan saja, reapi
juga penyelesaian berira acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan
penanda manganan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara
tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi ridak datang atau para
pihak bergantian ridak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh

51

Suctno Mertolwsumo, Hukum Aogen Perdata indonesio, Op. CIF, hilm, 54
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para ahli warismya. Dapar disimpulkan bahwa cepatnya proses peradilan
akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan
masyarakar kepada pengadilan,

3. Direnukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya
agar terpikul aau dijangkau oleh rakyar. Biaya yang tinggi kebanyakan
menychablan pihak yang berkepentingan enggan unmk mengajuban

Makna dan tujuan asas peradilan copat, sederhana dan biava ringan
bukan hanya sckedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ningan.

Bukan berarti pemeriksaan perkar dilakukan seperti ban berputar, Tidak

demikian maknanya, asas ini bukan bermujuan unmk menyundh hakim unk

memeriksa dan memutus perkara dalam wempo s atau setengih jam. Yang
dicita-citakan ialah suatu proses yang relatil tidak memakan janghka wakiu
lama sampai bermhun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara in

Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah

proses yang berbelit-belit dan rersendar-sendar.™

52 ML ¥ahva Harahap, Op OF him, 70-71
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BAB IV
EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP
PEMERIKSAAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN
PIDAMNA

A. Dasar Pemikiran Diperlukannya Persetujuan Majelis Kehormatan
Notaris Terhadap Pemeriksaam Notaris dalam Proses Peradilan
Pidana

Salah samu kewajiban notads dalam menjalankan abaannya adalah
membuat akia dalam bentuk minua akia (yang menupakan akia asli notaris),
dan menyimpannya sebagad bagian dari protokel noris, Prowkol notars
adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan
dan dipelihara oleh notaris. Kewajiban uniuk menjaga kerahasiaan isi aka,
grosse akua, salinan akra, atau kuripan aka vang dibuar dan dalam pengawasan
neraris ehh dijelaskan dalam beberapa pasal dalam ULTTN, amara kin:

I. Pasal 4 ayar (2) : yang mengamr mengenai sumpah janji notaris angara lain
“hahwa sava akan merahasiakan isi akia dan keterangan vang, diperolch
dalam pd:lkmt:un jabatan .':l_'.-'n".

2. Pasal 16 ayat (1) huruf F: Dalam menjalankan kewajibannya, nogaris wajib
1 merhasiakan segala sesuaru mengenal akn yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akia sesuai dengan sumpah
janji jabatan, kecusali undang-undang menentukan kin,

3. Pasal 54 : Nowrs hanya dapar memberikan, memperlihatkan aau
memberitahukan isi akea, grosse ak, slinan akea, atao kutpan akea
kepada orang yang berkepentingan langsung pada akea, ahli waris, atau
orang vang memperoleh hak, kecuali ditentulan lain oleh peraturan
penandang-undangan,

Berdasarkan ketennuan terschur, maka kepada scorang nowans karena
ia]nm.rm}rn diberikan hak 'tn.g]-r.rLr atau bersohonings reehy, ﬁﬂLgLL-i kewajiban
inghar { Versohonings (suara ridak rerdengar jelas)) yang merupakan hak unidk
dibebaskan untuk memberikan kerarangan terkait akea yang dibuatmya dan
kewajiban untuk menolak memberikan keterangan. Hal iru diregaskan pula
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dalam Pasal 1909 ayar (3) KUH Perdara yang berbunyi “Semua orang vang

cakap untuk menjadi saksi diharuskan unouk memberikan kesaksian di muka

hakim, Namun dapatlah diminea, dibebaskan dari kewajibannya memberikan
kesabsian: siapa saja yang karena kedudulannya, pekerfaannya, st jabatannya
menurut undang-undang divajibkan merahasiakan sesuaru, namun hanyalah

SEMALI-MAL mengenai hal-hal yang Pu:n.g:mhuunn}u dLl_'l:n’.:ﬂ'j.":lk:L'l‘l Iu:padn.n].r:i

sehagai demibdan.”

Dalam 1in.g]iup hukum pidana erdapar juga kerenman eniang hal
tersehar, yai Pasal 322 KUHP yang menyatakan, “Barang siapa dengan
sengaja membuka mhasia yang wajib disimpannya karena jabatan aaw
Fﬂl'l.mi'i:ﬂl'll'l_:}'ﬂ. ]:I‘Ii]{. :I.':I.l'g 'Elﬂl.l_..l.ng I'I'!IIL[F’I..II'I :I-':IH.E IEI.:I.!'ILIJII EI.II.'!HEJ.I'I'.I dﬂ'l.g.l.l'l
pidana penjara paling lama 9 buban atau denda paling banyak Rp.9.000,00."
Schinggra notaris wajib merahasiakan i akea, dan keterangan yang diperoleh
dalam pembuatan akia notars, keauali diperntahkan oleh undang-undang
bahwa notaris tddak wajib merhasiakan dan memberikan keterangan yang
diperlukan vang berkattan dengan akta rersebut, Pengaturan tentang kewajiban
menyimpan rahasia dalam kaiaannya dengan proses peradilan pidana telah
diatur di dalam Pasal 170 KUHAP yang berbunyt:

(1} Mereka yang karena pekerjaan, harkar martabat atou pbatannya diwajibkan
menyimpan rahasia, dapat minea dibebaskan dari kewajiban unruk
memberi keterangan sehagai saksd, yaina rentang hal yang dipercayakan
kepada mereka,

(2) Hakim menentukan sah amu ddaknya segala alasan unuk permincaan
tersehyar

Mengingar jabatan Nowris adalah jabaran yang didesarkan kepada
kepercayaan, yaiou kepercayaan antara Notaris dan pihak yang menggunakan
jasanya, schingga Notaris wajib merahasiakan isi akea dan keterangan yang
diperoleh dalam pembuaran Aksa Notaris, kecuali diperiniahkan oleh undang-
undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan
vang diperlukan yang berkaitan dengan akta wersebut.

Salah satu pengecualian dard merahasiakan isi akea rersebut adalah notaris
dapar memperlihatkan isi akea dan memberikan forooopi minua akea kepada
penegak hukum dalam rmngka proses peradilan pidana, Hal ini sehagaimana
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diatur di dalam Pasal 66 ayar (1) UUIN yang berbunyi: "Untuk lepentingan
proses peradilan, penyidik, penuntur umum, atau hakim dengan persenujuan
majelis kehormaran Nogaris berwenang:

mengambil forokopi Minum Al danfarau surar-surar yang dilekatkan
pada Minum Ak atau Protoke] Noearis dalam penyimpanan Notaris;
dan

memanggil Motaris unwk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan Akt amu Protokol Noaris yang berada dalam penyimpanan
Notaris”",

Ketentuan di atas mengatur 2 (dua) hal yang berkaitan dengan

keberadaan notaris dalam rangkan menunjang proses peradilan pidana, yaio

penyitaan erhadap forocopi minut akm danfau suresurat vang
dilekatkan pada Minut Ak ata Protokel Notaris dalam penyimpanan
MNotaris.
Menurur Pasal 1 angha 16 KUHAR Peritaan adalah sevanghaian
tinglaban penyiclik wnk engabil alily dan aun mesyingpan di baoak
penpuasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwugnd atau tdok
berrneiud wuntuk kepertingan pewbndecian dalaw pesryidiban, penntutan
dan peradibon. Tujuan dari penyiman ini adalsh unmk kepentingan
pembuktian rerutama ditujukan schagai barang bukti di muka sidang
pengadilan.  Sangar susah untuk membuktikan suat ondak pidana
tnpa adanya barang bukt, Oleh karena i agar perkara pidana adi
menjadi lenghap dan dapar disjukan ke pengadilan. maka penyidik dapar
dilakukan penyitaan menurut Pasal 39 ayae (1) KUHAP adalah ;

a.  benda amu ragihan rersangka arau verdakwa yvang seluruh aau sehagian
didugs diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dasi dndak
pidana;

b, benda yang relah dipergunakan secara langsung unik melakukan
tindak pidana atau untuk mempersiaplannya;

g, benda vang, dipcrgun:ﬂm unmuk mn:ngh:ll:mg—lml:mgi p-l:nvﬂ.'llun
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tindak pidana;
d. benda yang khusus dibuar atan diperuntubkdan melakukan tindak
pidana:
e.  benda lain yang mempunyai hubungzn lansung dengan rindak pidana
yang dilakukan.
. memint keterangan Notaris vang berkaitan dengan Ak atau Protokol
Motaris yvang berada dalam penyimpanannya.
Memanggil Notaris dalam rangka meminea keterangan yang berkaitan
dengan Akta atau Protwokol Notarks yang berada dalam penvimpanannya
ini tidak dijelaskan secara regas renang kedudukan Notaris di dalam proses
huskum, yaio apakah sebagai saksi atau werangka. Oleh karena ftu, maka
Motaris di sini dapar dimaknai sebagai saksi atau erangkalverdakwa.
Motaris memberikan keterangan tersebut dapar dilakulan pada sediap
thapan dalam proses peradilan pidana yaitu baik pada ahap penyidikan,
penunutn maupun  pemeriksaan di pengaditan,  Menurur  Penulis
keduduban Nowaris dalam hal ini tdak rermasuk sebagai keterangan ahli
{sebagai sabah sar alar bukei menurue Pasal 184 ayar (1) Joo Pasal 186
KUHAP) karena pada prinsipnya keterangan ahli it hanya menjelaskan
SCCAFL WMILLM 20E0 SeCard teor rentang hal-Fial yang, bedaitan ﬂ:n.g:m
kezhliannya dan bukan secara spesifik menjelaskan tentang isi akta yvang
berada padanya.
Penyitaan fotocopi minuta akta dan pembertan keterangan oleh Nodris

dalam rangka proses hubum terschur ddak dapar diberikan begitu saja dan
terlebih dahuly penegak hukum {penyidik, penunne umum dan hakim}
harus: mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Nodaris (MEN),
Menurur Pasal 1 angha 1 Peraturan Menter Hukum Dan Hak Asasi Manusta
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan
Motarts disebutkan bahwa “Majelis Kehormatan Motans adalah suat badan
vang mempunyal kewenangan untuk meldoanakan pembinaan Notards
dan kewajiban memberikan pasetujuan atou penolakan untuk kepentingan
penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan forokopi Minuea Akt dan
pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan vang berkaitan dengan
Akra atau Protokol Novars yang berada dalam penyimpanan Notaris”,
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Politik hukum™ dari adanya kerentuan Pasal 60 ayac (1) UUIN dapar

dilibar dari beberapa alasan baik yang dikemukakan DPR maopun Presiden di
dalam pengujian UUIN yang rerjadi pada abun 2002 dan pada mhun 2014
dapat disimpulkan sebagai berikur:

L

Pembuatan UUIN rdak bemifar menghambat proses penyvidikan, hal
ini dapar terlihar dari konsoroksi redaksi kalimar Pasal 66 avar (1) yang
menyarakan babwa “Unmuk kepentingan proses peradilan, penyidik,
PEOUNIUE LMILETE, At hakim d:ngﬂn p:m.‘lujmn m:le:ii.': kehormiatan
MNotaris berwenang mengambil forokopi Minua Akn danfatau surat-
surat yang dilckatkan pada Minuta Akm st Prowkol Notaris dalam
penyimpanan  MNotaris; dan mcmzn.mﬂ Motrs wvniuk hadir dalam
pemeriksaan yang berkaitan dengan Akma atan Protokol Notaris yang
berada dalam  penyimpanan Noards. Konsiruksl redaksi pasal ini
membuka kesempatan luas bagi penyidik untuk mendaparkan alar buko
untik mempenjelas proses penyidikan dan sudah sebayaknga MEN
memberikan alat buki yang dimaksud unnuk kepentingan penyidikan.
Bahwa kemudian muncul kasus unik dimana MPD ddak memberikan
ijin adalah hal lain vang ddak dapat menjadi alasan wniuk menyalabhkan
redaksi pengaruran dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Mocaris
berentangan dengan Undang-Undang Diasar Negara Republik Indonesta
1945,

Apabila MKN ddak memberikan persetujuan pada Penyidik unmk
mengambil fotokopi minuta aka dan aran surme-surat yang direkarkan
pacla Minta Akra atau protokod notaris dalam penyimpanan notaris, maka
Polisi selaku penyidik dan penegak hukaum sudah selayaknya mengajukan
upaya kain unuk mendapatkan alac-alar bukri tersebut misalnya dengan
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan

33

Menisut Mahfud MO “Politie Hukun® adalah fepo! policy ateu garts (kebayakan) esmi
tentang hulum yarg akan dbedakuian bak dengan pembuatan hulbam bary maspun
dengan penggandian fkum lama, dalsm mngka mencapal tujuan negara. Dengan demrdkian
pealitik Fukum mernupakan pikhan tertang hukum-hukum yang akan dberlainilan selaligus
pelihan teniang hlm-haikum yang skan divabut ata tdak diberlakukan yang kesemuanya
dimaksuidkan uniul mancapal tujuan negara seperti yang erantum o dalam Pembukaan
LIty 1545, Lihat Mph, Mahfud MO, Polind Mhdim 8 Idonesig, lalarta; 7T, Rajagrafindo
Pevsacta, #004, him.1,
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penetapan pengambilan forokopi minta aka/sura-tsurar vang dilekatkan
pada minuta akm amw protokol noars guna kepentingan kemajuan
proses penyidikan, Jadi hal ini bukanlah permasalahan  normacif
melainkan pengayaan cara-cara vang dapar ditempub pencgak hukum
dalam mengumpublan alar buksi.

3. Rasio legisnya adalah schagai upaya mencgakkan kewajiban inglar
amau hak ingkar notaris (hewajiban mershasizkan 5 aka). Sehingga.
perserujuan MEN schagai "kuna” F-:mhul:n I'.:wa'rihm :n:g]m.r MLOEANs
ketika menghadapi runyamnya proses hukum (penvelidikan, penyidikan,
penuntuzan, dan sidang pengadilan).  Hasil akhir pemeriksaan adalah
persetujuan atiu pu:'l.nl:lk:m permintan ]:r_nmdl.l:, penLNTUE WmLm, dan
hakim menyanghur isi akra, forokopi minua, atau surae lain, Kompleksnya
tugras dan kewajiban, serta jaminan pengpunaan hak ingkar notaris dalam
menjalankan mgasnya dipaluban sandar pedindungan baku dengan
membentuk MEN sehagai wujud pedindungan bagi Notaris, Karenanya,
Pasal 66 ayar (1) UUIN justru untuk memberi pedindungan dan
persamiaan kedudukan di hadapan hukum kepada notans dalam memben
kererangan dalam proses hukum.

Secara filosobs keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUIN rersebut dapat
juga dilihar di dalam konsideran menimbang UUTN yaine: “Bahwa Negara
Republik Indonesia sebagai Negara Hubum berdasarkan  Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945 menjamin
kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, vang berintikan kebenaran
dan keadilan, bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan
bk diburuhban alar buksi wroulis yang bersifar orentik mengenai keadaan,
peristiwa atau perbuatan hukum vang diselenggarakan melalui jabatan rerentu,
bahwa notaris merupakan jabatan wrenm vang menjalankan profesi dalam
pelayanan hukum kepada masyarakar, perly mendapatkan perlindungan
dan jaminan demi tercapainya h:pasn:m hukum, bahwa jasa notaris dalam
proses pembangunan makin meningkar sebagai salah saru keburuhan hukum
masyarakar.”

Pedindungan hukum terhadap notaris vang diatur dalam Pasal 66 ayat
(1) ULIN merupakan perlindungan hukum rerhadap notans sehagai pejabat
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umum yang mclaksinakan wgas dan kewajibannya dalam melaboanakan
kewibawaan pemerintah menyimpan dokumen negara dalam benruk akea
otentik. Perdindungan hubum ressebar tidak diberikan kepada notaris sehugai
pribadi namun lebih dirckankan kepada Notaris sehapai pejabar umum, Di
dalam naskah mncangan UUIN discbutkan bahwa notaris adalah pejabar
puh]ﬂ-r. yang, jabatannyva dikchendaki olch nNegara dan olch m:ﬁ_v:a.nﬂt;u yang
memburuhkan jasanya dibidang pembuasan akoa otentik.™

kewibawazanya dalam membuar akea orentik yang juga merupakan dokumen
negara, maka sudah selayaknya bila notaris memperoleh perdindungzn hukum
secara khusus berkaian dengan mugas dan kewajibannya tersebut. Pasal 66 aya
(1) UL Mo 30 Tabun 2004 bertujuan uneuk melindungi natatis schagai
peiabar publik dan tindakan sewenang-wenang penegak hukum (penyidik,
penunmut umum atau Hakim) dalam proses pemenksian perkam pidana
vang berkaitan dengan pembauatan sk otentik oleh notars rersebur. Penegak
hukum seperti penyidik, penuntut umum dan hakim ddak dibenarkan secara
sewenang-wenang uniuk mengambil forocopd minue akia notars karena
merupakan dokumen negara yang bersifar rahasia.

Keberadaan MEKN dengan segala kewenangannya st sisi demi
menjamin terselenggaranya perdindungan hukum bagi Notaris, namun di
satu sisi relah melangar asas hubum yang fundamental dan salab sa cin
negara hukum, yaim ass persamaan di muka bukum (apeality before dee
Lased, Menurut Sarjipto Raharjo menyebutnya asas hubaum sebagai "jantung”
peraruran hukum, karena:™

I. Asas hukum menipakan landasan yang paling luas bagi lahimya suam
peratran hukum, arinya peraturan-peramiean bk i pa.::l:l akhirnya
bisa dikembalikan kcpm:]:: asas-asas hukum ersebur,

2. Asas hukum lavak discbur sebagai alasan bagi lahimya peraturan hukum,
atau menipakan ratio legis darl peraturan hukum. Asas hukum ini ddak
akan habis kebuaannya dengan medahickan suani peraturan hukum,

4 Soegondo R Motodsorie, Mt Noteed ol S (s Peielsan), lskarta . Rala
Grafingo Persad, 1933, him. 36.

55 Ramelan, Hhdum doww Pldang (Tond dan fplesverciansgid, lakamta: Sember Bmu lays,
2006, him, 2,
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melainkan akan tetap ssja melahirkan perauran-peraturan selnjumya.

Bambang Poernomo menjelaskan pengertian tentang asas-asas hukum
vaiitu Asas-asas hukum acara pidana lebih memperharikan nilai-nilai dasar yang
bersifar abstrak unouk mengaur hubungan hukum dengan harkar keluburan
martabar manusia secarm mendalam yang menjiwai amran hukum dan
penvelenggaraannya. Asas-asas hukum acara pidana berbeda pengertiannya
dengan dasar-dasar pokok pikiran hokoum acam pidana.  Pengerian dasar-
dasar pokok hukum acara pidana adalah lebih memperharikan pada norma
terpenting untuk penyelenggaman amran hukum acam pidana dengan
maksud memberikan bamsan hukum bagi semua pihak yang redibar dalam
proses perkara pidana, ™

Salah satu asas hukum di dalam hukum sars pidana schagasaman
diwbutkan di dalam Pempelasan Umum butir 3 horuf @ KUHAP adalah
eqraiity before the law (persamaan di muka hukum). Asas yang menerapkan
bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, ddak ada pilih
kasih semuanya mendapar perlikuan dan hak yang sama. Dengan s ini
sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesarmaan sehingga siapapun
dan bagaimanapun  kondisi setap subyek hukum yang menghendaki
pelivanan dalam penyelesstan permasalahan hukum harus dipandang sima
dengan pertaluan yang sama pula, hanes menghindari diskriminarif dengan
ticak mendahulukan dan mengutamakan vang beruang aau yang berkuas
sementara mengabaikan atau meninggalkan vang ddak atau kuming mampu.

Pandangan Mahkamah Konstinsi terhadap asas equaliny before the bew
ini d:pq[ dilibar pad:t Punsan Mahkamah Konstimsi Nomor 024/ P00
/2005, anggal 29 Marer 2006, bahwa ada ddaknya persoalan diskriminasi
dalam suatu Undang-Undang juga dapar dilibar dari perspelaif bagaimana
konstusi meremuskan perlindungan erhadap suar hak konstnusional,
dalam arti apakah hak tersebur oleh konsitusi pedindungannya ditempatkan
dalam mrngkx.n‘hrprmm’auulmh dalam rangka pedindungin y’.mgmrmfﬂ;rwf
protection). Pembedaan demikian penting dikenmubkakan schab scandainya
suary undang-undang mengingkari hak dan semua orang maka penginghkaran
demikdan lebih tepar untuk dinilai dalam rangka die proces, namun, apabila

56 Ml
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suaru Undang-Undang wernyvam meniadakan suaru hak bagi beberapa orang
tetapi memberikan hak demildan kepada orang-orang lainnya maka keadaan
tersehur dapar dianggap sebagai peanggaran veshadap prinsip equal proeesion.

Berkaitan dengan keberadaan Pasal 606 ayar (1) UUTN, maka proses
peradifan oleh penyidik, penuntur umum, atu hakim unk mengambil
unmuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen
vang dibuarnya yang hanya dapar dilikukan dengan perserujuan MEN,
termasuk dalam kelompok pengaturan yang scharusnya ddak mengandung
perdakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip il protection
schagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayar (1) dan Pasal 28D ayar (3)
LU NRI 1945 yairu persamaan atan kesederajatan di hadapan hukum dan
pemerintahan. Perlakuan vang berbeda dapart dibenarkan sepanjang perlikuan
i berkaitan dengan dndakan dalam linghkup kode etk yaitu yang berkaitan
dengan sikap, tinglah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksinakan nugas
vang bethubungan dengan moralicas, Perlakaan yang berbeda terhadap jabatan
notarts terschut diaur dan diberikan perlindungan dalam Kode Edk Notris,
seclangkan notans sdaku warga negana dalam pross penegakan hukum pada
sermui tahapan hanss diberlakukan sama di hadapan hukum schagaimana
dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayar (1) dan Pasal 2803 ayar (3) UUD
NERI 1945, Oleh karena i, keharsan persetujian MKN bertentangan
dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan berrentangan dengan
kewajiban seorang notaris schagal warga negara vang memiliki kedudukan
sama di hadapan hubum. Dengan cara demikian akan rechindarkan pula
adanya proses peradilan yang berlaru-larut yang mengakibatkan berlamar-
larumnya pula upaya penegakan kesdilan yang pada akhimya justru dapar
menirhulkan pengingkaran wrhadap keadilan i sendisi.

Keberadaan Pasal 66 avat (1) UUTN apabila ditinfau dard independensi
penagak hukum, maka semua proses penegakan hubum pidana rerhadap
Motaris selayaknya hanes dilakukan ranpa campur angan atau intervensi dari
kebasasaan lain di luar lembaga penegak hubum. Hal ini sejalan dengan prinsip
penvelenggaraan kebuaszan peradilan yang merdcka schagaimana diarur dalam
Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Pasal 3 ayar (2) Undang-Undang Nomor 48
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Tahun 2009 wenrang Kelouasaan Kehakiman yang menegaskan, " Segale congprer
tarigan dalan wrisant peraclilin olel pibuck lain i buar Eeknasaan kelvkiman
eliberang, kecnali dalune hal-hal sebaguinnana dimalind dalam Uneang-Undang
Dhzsar Negans Repubish Dudowesia Tabun 1945,

B. Persctujuan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemeriksaam
Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana dalam Kaitannya Dengan
MNotaris schagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam
memberikan jasa hukum kepada masyarakat, pedu mendapatkan perlindungan
dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, Jaminan perindungan dan
jaminan tercapainya kepastian hukum erhadap pelaksanaan tugas Noaris
telah diatur dalam Undang-Undang Nemor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Motars. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah
tiddak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan keburuhan masyarakar
schingga perdu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudlkan uniuk lebih
menegekan dan memantapkan nigas, fungst, dan kewenangin  Notaris
:-r':laHzJ prj:ﬂ:lat yang menjalankan pda':anan pruljiik. sdcaﬂgw'. stnkronisasi
dengan undang-undang lkin.” Salah satu perubahan yang redadi adalah
pembentukan Mejalis Kehormatan Notars selain werp mempertahankan
keberadaan Majelis Pengawas Notaris.

Lahirnya Majelis Kehormaran MNotaris ind tidak rerlepas dari dibapusnya
kewenangan Majelis Pengawas Diacrah sebagaimana yang rerdapar di dalam
Pasal 66 LIL Mo, 30 Tahun 2004 vang salah san agasnya adalah memberikan
perscoujuan kepada penyidik, penunmut wmum dan hakim dalam proses
peradilan yang berkaitan dengan mengambil forokopi Minuea Ak dan/atau
surat-surar yang dilckatkan pada Minuta Akt arau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris dan mermanggil Nowaris untuk hadir dalam pemeriksaan
vang berkaitan dengan akra vang di|:|u;un:r3 ata Protokod Motaris j,.’:mgh:r:l;lq
dalam penyimpanan Notaris, Pasal 66 UL No. 30 Tahun 2004 tersebur telah
dihapus melalui Putusan Mahkamah Konstinsi Nomor 49/PUU-X/ 2012
vang menyatakan Menyamkan frasa “dengan persetfuan Majelts Penganoas
57 Penjelasan Umum Lindang-Undang Nomar Momor 2 Tahun 2004 Tentang Perubishan Atas

Lindang-Lindang Nomaor 30 Tahun 2004 Tentarg Llabatan Natans
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Lhaeredy” dalam TPasal 66 ayac (1) Undang-Undang Nomaor 30 Tahun 2004
tentang Jsbaran Motaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomaor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)
berentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tabun 1945 dan ddak mempunyai kebosatan hukum mengikar,

Pengamuran wenng MEN di dalam UUTN dapar dilihar pada Pasal 66

FARLE

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau
haldm dengan persetujuan majdis kehormaran Nomaris berwenang:

a.  mengambil fotokopi Minuta Aka dan/san surat-surat yang dilekatkan
pacla Minuta Ak atau Protokaol Nodaris dalam penyimpanan Notaris;
dan

b, memanggl Notaris unuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan Akra atan Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan
MNotaris.

(2} Pengambilan fowkopi Minum Ake amau  surar-surar  schagaimana
dimaksud pada ayar {1} huruf a, dibuar bevita acam penyerahan,

(3} Majelis kchormatan Notarss dalam wakm paling lama 30 (dga puluh)
sehagaimana  dimaksud pada ayar (1) wajib memberikan jawaban
menerima atau menolak permintian persemujuan.

(4) Dalam hal majelis kehormatan Notars dak memberikan jawaban dalam
jangka wakini sehagaimana dimaksud pada ayac (3), majelis kehormatan
MNotaris dianggap menerima permintaan persetujuan,”

Ketentuan selanjumya dapar juga dilihar pada Pasal 66A UUN yang
berbumnyi:
(1) Dalam melaksanakan  permbinaan, Menteri  membentuk  majelis
kehormatan MNotaris.
(2} Mapelis kehormatan Motaris befjumbah 7 (tujuh) arang, terdin akas unsuen
a.  MNotaris sehanyak 3 {riga) orang;
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b, Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang: dan
¢ ahliarau akademisi sehanyak 2 (dua) orang,

{3 Kewenman lehih l;mjur Mengenai mugas dan ﬁmgﬁi, svarar dan rara cara
pengangkaran dan pemberhentian, strukmur organisasi, e kerja, dan
anggaran majdis kehormatan Noaris diatur dengan Peraruran Menteri,

Menindaklanjud keventuan Pasal 66A ayar {3) UUJN di atas, kemudian

Menteri Hukum dan HAM mengeluadian regulasi dalam bentuk Peraturan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, Pasal 18 Permenkumham

Mo 7 tahun 2016 dinyaakan bab:

(1} Majelis Kehormatan Notarss Wilayah mempunyai nugas:

a. melakukan pemeriksaan rerhadap permohonan yang diasjukan oleh
penyidik, penunmur umum, dan hakim; dan

b. memberikan perssujuan atau penolakan  terhadap  permintaan

perscrujuan pemanggilan Noaris unmk hadic dalam penyidikan,
(2} Dralam melaksanakan mgas schagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis

Kehormatan Notaris Wilavah mempunyai fungsi melakukan pembinaan

dalam ranghe:

a. menjaga marabar dan kehormaran Nosaris dalam menjalankan
profesi jabatannya; dan

b. memberikan perlindungan kepada Notaris rerkait dengan kewajiban
Motaris untuk merahasiakan isi Akra

Berdasarkan pada keteninuan di atas, maka MKN memiliki nugas pokok
tlﬂ']'Edi.l:'l Motaris yaANgE ingin dipﬂ'ik&:a obeh P:nrgak bk, bed.:mgkm E.mgp
pokok adalah melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabar dan
kehormatan Notaris dalam menjalankan probest jabatannya dan memberikan
perdindungan kepada Notaris edait dengan kewajiban Notans uniuk
merahasiakan isi Akt



Syarat pemanggilan Notaris diatur di dalam Pasal 27 Permenkumbam
Mo, 7 rahun 2016 yang menyatakan bahwa :

(1) Pemberian perserjuan kepada penyidik, penuntur umum, aran hakim
unwk kepentingan  proses  peradilan dalam  pemanggilan Notaris,
dilakukan dalam hal:

a.  adanya dugaan rindzk pidana berkairan dengan minum akea dan/aau
surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;

b, belum gugur hak menuntus berdasarkan ketentuan rentang daluwana
dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;

. adanya penyangkalan keabsahan mnda mngan dari salab sam pihalk
atit lebih:

d. adanya dugaan penpurangan amu penambahan ams Minum Ak
arau

e.  adanya dugaan MNotaris melakukan pemunduran tanggal (antatem).

12) Majelis Kehormatan Notaris Wikayah dapar mendampingi Notaris dalam
proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

Keberadaan MKN dalam menjalankan rugasnya sehagaimana diuraikan

di atas selain melanggar asas persamaan di muda hukum dan melanggar

independensi peradilan, maka akan pula mempersulit dan memperpanjang

proses pemeriksaan di dalam  penegakan  hukum  pidana.  Perminman
perserufian dari MEN ersebur tidak hanya dilikulan oleh penyidik pada
tahap penyidikan, namum juga akan diminmkan kembali oleh penunn
urmum dalam rangka penunnuan dan oleh hakim dalam ranghka pemeriksaan

di muka pengadilan. Belum lagi rentang kedudukan Notaris di dalam proses

peradilan tersebur, apakah hanya Nowaris sebagal saksi arau rersangha, anau

ermasuk pula Nowris sebagai ahli. Walaupun penulis menganggap bahwa

Notaris rerschur hanya sehagai saksi amu ersangka yang didasarkan pada

alasan kepentingan diperiksanya Notaris hanya berkaitan dengan dimintanya

forocopi minuea akea dan surar-surar lainnya yang berkiatan dengan minura
akra. Tidak mungkin Notaris schagai ahli akan dimingai keterangan berkaitan

dengan isi akra-akara yang dibuamya. Namun oleh karena di dalam Pasal 66

UUIN dan Permenkumham Moo 7 Tahun 2016 ridak menjelaskan secara
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eksplisit entang kedudukan Notaris di dalam proses peradilan pidana, maka
akan verjadi multisafsir yvang akhimya akan berpandangan pula bahwa Nowaris
sebagai ahli juga harus melalui perserujuan MEN,

Menurut Pemerintah schagaimana keterangannya yang, terdapar di
dalam Putusan MK No, 7HPULLXIN2014 dikarakanya bahwa apabila
dibandingan dengan UL Nao, 30 Tahun 2004, maka UU No, 2 Tahun 2014
ada kerenmuan vang menyatakan adanya limimsi wakmu schagaimana yang
diarur di dalam Pasal fly ayar (3} :l:mq]m: {4}, yaim pnhngl:um a0 [n.g.l
puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh MEN, maka MEN
harus sudah memberikan fawabannya Jika melebibi waki torschbur MEN
tidak memberikan jawaban, maka permohonan tersebur dianggap discoupui.
Penambahan Avat 2 dan ayar 3 pada Pasal 66 UUN rersebor menurae Penulis
hanva mengatur ketentuan prosedural dalam penerbitan surat persetujuan,
bukan berbicara tentang essensd dan dibedkannya ditmbulkannya kembali
kewenangan schagaimana yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Diaerah yang
terdapar di dalam UU Na. 30 Tahun 2004,

Keberadaan Pasal 66 UUIN rersebae dapar dikatakan ddak sesuai
dengan salah s asas di dalam proses peradilan pidana yait peradilan cepar,
sederhana dan biaya dogan, D dalam Pasal 2 ayar (4) Undang-Undang
Nomaor 48 Tahun 2009 entang Kekuasaan kehakiman diseburkan bahwa
“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepar, dan biaya ringan”, Selanjurnya
Pasal 4 ayae (2) UL No, 48 Tahun 2009 jugs mensyaratkan adanya asas ind,
vainu “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapar rercapainya peradilan yang sederhana,
cepat, dan blaya ringan”. Penjedasan Pasal 2 ayar (4) rersebur menyatakan bahwa
vang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian
perkara dilakukan dengan cara efesien dan efeloif. Yang dimaksud dengan
“biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapar dijangkau olch masyarakar.
Mamiun demikian, asis sederhana, cepar, dan hm],'.l ringan dalam pﬂn:rihs.-l:m
dan penyelesaian perkara di pengadilan ridak mengesampingkan ketelitian
dan kecermatan dalam mencan kebenaran dan keadilan,

KUHAP schagai salah satu dasar hukum yang digunakan oleh penegak
hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pengadilan, juga
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mencantumbkan asas peradialan sederhana, cepar dan biaya ringan. ketenmuan
ini terdapar di dalam Penjelasan Umum poin 3 hurof ¢ vang berbunyi
“Peradilan yang harus dilakukan dengan cepar, sederhana dan biaya ringan
serta bebag, jujur dan ddak memihak harus diteraphkan secars konschuen
dalam selurub tingkar peradilan

Selanjurnya dapar juga dilikar di dalam Pasal 56 ayar (1) KUHAP
melakukan tindak p:iu:lm:l].nng:ii.lm::lm d:nglnpidmnmﬂri.lmun.ncmun
pidana lima belas mhun atau lebih atau bagi mereka vang ddak mampu
vang diancam dengan pidana lima whun amu lebih yang fdak mempunyai
p:n:ﬁhﬂhﬂmxndiﬂpﬁzhﬂymghunngkunnpa:hmm I:inﬂi:li
pemeriksaan dalam proses persdilan wajib menunjuk penasihar hukum bagy
mercka”. Penjclasan pasalnya menyvarakan bahwa Menyadan ass peradilan
vang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepar dan dengan biaya ringan sera
dengan pertimbangan bahwa mendia yang diancam dengan pidana kurang
dari lima mhun ddak dikenakan penahanan kecuali rindak pidana rerscbut
dalam pasal 21 ayar (4thuraf b, maka uniuk i bagh mereka yang diancam
dengan pidana lima mhun atau lebih, waps kuang dan lima belas mhun,
penunjukan penasthat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan
keadaan rersedianya renaga penasihar hukum di wempat .

Ketennan Pasal 66 UUIN dinila ddak menganur prinsip peradilan
cepat karena untuk melakulan penyitan terbadap fotocopi minuta akea
dan pemanggilan terhadap MNotaris hanus rerlebih dahulu penyidik, penuntu
umum dan hakim mengirim surat permohonan persetujuan kepada MEN.
Diisyaratkannya persetujuan tersebur dan adanya batas wakm sebagaimana
vang terdaapar di dalam Pasal 66 aya (3) dan (4) UUIN akan berpengaruh
pacda masa penahanan apabila Notaris tersebur berstarus sehagai ersangha/
terdalowa. Padahal KUHAP relah memberikan hak kepada rersagha/terdalowa
schagaimana diarur di dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi:

(1) Tersangka berhak segera mendapar pemeriksaan oleh  penvidik dan
selanjutnya dapat diajulan kepada penuntur umum.
(2} Temangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan olch

i:l:l'lﬂl!l.l.lt LECENLELTR,



(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.,

Di dalam Penjelasan pasal tersebur dikarakan babwa Diberikannya hak
kepada terangka st werdakwa dalam pasal ini adalah uniuk menjauhkan
kemungkinan erkammg-kamungnya nasib scorang vang disangka melakukan
tindak pidana, rerutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai
lama tidak mendapar pemeriksaan, schingga dirasakan tidak adanya kepastian
hukum, adamya perlakuan sewenang-wenang, dan ridak wajar. Selain itu juga
unmik I!I'.I.l!'-'-'l.lILH:I.I-L:I.l!I pl:mdd:m Vang, dilakukan d:ngan wderhana, cq:rnrd:m
biaya ringan.

Dikatakan tidak sesuai dengan prinsip perndilan yang sederhana karena
proses peradilan, yaitu pada mbap penyidikan parmohonan dilikukan oleh
penyvidik, pada tahap penuntutan dilikukan oleh penuntut umum dan pada
tahap pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh hakim. Bukankah sehaikanya
permenonan perseujuan i cukup dilakukan oleh penyadik dan selanjutnya
tedak perlu lagi dilakukan aleh penuntut umum dan hakim. Berkas persetujuan
dari MKN i cukup dijadikan dasar oleh penunoe amum pada saar ingin
melimpahkan perkaranya ke pengadilan dan dasar bagi hakim untuk memeriksa
perkaradi pengadilan. Apabila serdapar ketennsan bahwa pengambilan fotocop
minuta aka yang dapar dilakukan hanya melalui tindakan penyitaan adalah
hanya kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Menumne Pasal 1 angha 16
KUHALD Penyitaan adalah seranghaian rindakan penyidik untuk mengambil
alib dan atau menyimpan di bawah penguassannya benda bergerak ata rdak
bergerak, berwasjud atau ridak berwujud untuk kepentingan pembulaian dalam
penyidikan, penunmuan dan peradilan. Selanjurnya Pasal 38 ayac (1) KUHAP
menyatakan “Penyitaan hanya dapar dilakukan oleh penyidik dengan surat
izin ketua pengadilan negeri scrempar”, Pejabar yang berwenang melakukan
penyitaan adalah hanya penyidik. Sd:d:m,;lun pEnuUnTUL wmum dan hakim
tidak berwenang melakulan penyitaan, Jika di dalam proses penunmuran
penunius umum masih perlu melabukan penyitaan, maka penuntut umum
memerintahkan kepada penyidik untuk meakukan penuntutan, Apabila di
dalam pemeriksaan di muka pengadilan, hakim menganggap perlu dilakukan
penyitaan, maka hakim dapat memerintahkan kepada penuntue wmum agar
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penyidik melakukan penyitaan, Dengan demikian, apakah penuntur umum
dan hakim masih harus membuar sura permohonan perserujuan MEN jika
ingin melakukan pengambilan (melalui penyitan) rerhadap forocopi minuca
akra.

Kendaksederhaan ini juga dapar dilihar darri ketentuan Pasal 27 aya
(2} Permenkumhbam No. 7 mhun 2016 yang menyaakan bahwa “Majelis
Kehormaran Notars Wiliyah dapar mendampingi Nowris dalam proses
Fi:m:rikmmd.i}m:hlnnp:nyiﬂik_ P:run}:lmm]ﬂm:hhhq[nkahkmmmpn
ini hanya berlaku unruk Notarks sebagai rersangha atu juga sebagai saksi
dan ahl? KUHAP saja hanya memberikan hak kepada wemangka unmk
mendapatkan  bantuan hukum dalam benmk pendampingan pada saar
pemeriksaan oleh penyidik. Hal ini schagaimana diatr di dalam Pasal 54
KUHATP yang berbunyi “Guna kepentingan pembdaan, tosangka ataw
terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dar seorang atau lebib penasihat
hukum selama dalam wako dan pada setiap tingkar pemeriksaan, menurut
tatacara yang ditentulan dalam undang-undang ini”, Sedangkan uniuk saksi
dan ahli KUHAP ridak memberikan hak untuk pendampingsn,

Prinsip peradilan biaya rngan juga akan recheampinglan dengan
keberadaan Pasal 66 UUIN, di mana akan membutubkan dana tambahan
pacda saar melakukan pengiriman surar permohonan permintaan perserujuan
MEN. Bukankah MEN yvang akan memberikan persctujuan iu adalah
MEN vang berkeduduban di Tbu Kot Provinsi, Padabal proses peradilan
yang melibatkan Notaris tidak hanya erjadi di [bu Kot Provind s,
mehinkan juga dapar rerjadi di kabupaten/kota hinnya vang memiliki jarak
tidak relarif dekar. Belum lagi jika Notaris vang dimintai fotocopi minuea akea
arau Notaris yang diperilesa memiliki wilayah (provinsi) yang berbeda dengan
wilayah [provinsi} penyidik, penuntur umum dan hakim.
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